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                              

                          

         

Artinya :`` maka dengan berkat rahmat ALLAH engkau (Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya enngkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena 

itu mafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kememudian, 

apabila ngkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.`` (Qs.Ali 

Imran:159).
1
 

  

                                                      
1
 Al-Quran. Suarat:Ali-Imran:159 
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pula saya haturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW 
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terlewati, waktu akan berganti, tibalah saatnya didepan mata, bagaimana 

mengamalkan sebuah pengetahun yang sudah di dapat selama ini. 

Karya tulis skripsi ini dan sekaligus sebagai sebuah tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar S.H sudah dikerjakan dengan usai. Hal tersebut tiada lain 

dipersembahkan kepada kedua orang tua yang selama ini mewarnai dan memberi 

arti kehidupan. Selain itu pula, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tiada 

tara kepada para guru yang telah mendidik selama ini sehingga saya berhasil 

menyelesaiakan jenjang pendidikan starata satu ini. Tak lupa teruntuk kalian 

saudara-saudara, teman-teman dan siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan 

saya selama ini, saya ucapkan terima kasih pula, sebab kalian juga memiliki andil 

besar dalam memberikan warna-warni kehidupan, sehingga saya bisa sampai pada 

titik sekarang ini. 

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi yang tiada batas, 

atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebab kata maaf 

kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di dunia dan akhirat. 
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ABSTRAK 
 

Dian Puspita sari, 2021 : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat 

Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo) 

Kata Kunci: Analisis, Fiqih Siyasah, Tokoh Masyarakat, Pemekaran Desa 
 

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang cukup 

besar sebagai akibat dari peranannya yang signifikan dalam struktur sosial 

masyarakat. Akibatnya, para tokoh masyarakat dijunjung tinggi di masyarakat. 

Menurut Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1987, tokoh masyarakat adalah seseorang yang memperoleh 

pengakuan dari masyarakat dan/atau pemerintah karena status sosialnya. Tokoh 

masyarakat di Desa Lubawang ikut memberikan masukan dan menentukan pilihan. 

Karena tokoh masyarakatlah yang mengetahui letak harta dan batas setiap desa. 

Akibatnya, sistem pemerintahan adat desa Lubawang sangat memperhatikan nilai 

dan standar adat yang ada dan dianut dalam kehidupan masyarakat adat. 

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana  

proses pemekaran desa di desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten 

Situbondo? 2) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di desa 

Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo? 3) Bagaimana 

pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di 

desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui  proses pemekaran 

desa di desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 2) Untuk 

mengetahui peranan tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 3) Untuk mengetahui pandangan 

fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di desa 

Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara 

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyrakat. 

mengunakan pendekatan hukum, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum ( 

yang merupakan data sekunder ) dengan data primer yang di peroleh di lapangan 

mengenai penelitian peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan; 1) proses pemekaran Desa ini yaitu 

meliputi persiapan, penataan, dan pealaksanaan sesuai dengan UU Desa yang disana 

di jelaskan bahwa dalam pemekaran desa untuk daerah jawa sendiri dalam undang-

undang yakni minimal harus 6000 jiwa atau paling sedikit 1.200 kepala keluarga. 2) 

Tokoh masyarakat berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan untuk 

Desa Lubawang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan Desa Lubawang.3) Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga Ahl al-Hall wa 

al-Aqd, yang berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut 

syariat Islam, dengan mengemban tugas untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat 

setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintahan desa, 

badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peran adalah sesuatu yang dikaitkan dengan status seseorang 

sebagai makhluk sosial dan seharusnya mencerminkan kedudukan tersebut. 

Sebuah komponen atau item yang memiliki kepemimpinan utama.
1
 

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang 

cukup besar sebagai akibat dari peranannya yang signifikan dalam struktur 

sosial masyarakat. Akibatnya, para tokoh masyarakat dijunjung tinggi di 

masyarakat. Menurut Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987, tokoh masyarakat adalah seseorang 

yang memperoleh pengakuan dari masyarakat dan/atau pemerintah karena 

status sosialnya.
2
 Kedudukan pemimpin masyarakat ini mungkin diperoleh 

karena pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakternya, serta keterampilannya 

dalam mengarungi masyarakat. 

Peran tokoh masyarakat dalam Undang-Undang Desa Republik 

Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah 

musyawarah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat 2 UU Desa dan 

Peraturan Pemerintah. Sebagaimana disebutkan pada ayat 3 huruf C, tokoh 

                                                           
1
 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1984), 

735. 
2
Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol, 3. 

1 
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masyarakat termasuk dalam unsur masyarakat.
3
 Dalam hukum Islam 

musyawarah sering disebut dengan majelis syura. Majelis syura adalah  

sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang merepresentatifkan 

kehendak umat sebagai rujukan khalifah. Abdul Hamid Al-Anshari 

menyebutkan bahwa majelis syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau 

wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.
4
 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Qs. Asy-Syura: 38) 

                      

         

 

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.
5
  

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyerukan agar umat 

Islam mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardu 

lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka 

harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah SAW sendiri 

mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan, 

selain masalah masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.  

“Kamu lebih tahu tentang masalah duniamu,” kata Rasulullah SAW, 

diceritakan oleh Imam Muslim, memberikan kebebasan kepada umat Islam 

                                                           
3
 Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Ynag 

Bersumber  Dari Anggaran Pendapat  Dan Belanja Negara Pasal 80 
4
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untuk mengatur urusan dunia mereka sendiri. “Mengenai urusan agamamu, 

maka kepadaku (rujukannya), dan tentang urusan duniawimu, maka kamu 

lebih tahu,” katanya, seperti yang diceritakan Ahmad.  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan 

batas wilayah yang berwenang, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik 

Indonesia. Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6
 Pemerintah 

menetapkan desa dalam PP No. 43 Tahun 2014, dalam bentuk pemekaran dari 

satu desa menjadi dua desa atau lebih. 

Dalam melaksanakan pemekaran desa, pemerintah daerah 

kabupaten/kota wajib mengkomunikasikan rencana pemekaran desa kepada 

pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Badan 

Permusyawaratan Desa induk membahas rencana pemekaran desa dalam 

musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan 

musyawarah desa merupakan bahan pertimbangan Bupati/Walikota dan 

masukan dalam melaksanakan pembangunan desa, dan disampaikan kepada 

Bupati/Walikota secara tertulis. 

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 BAB IX ``Pembangunan 

Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan``. 

Ayat (2) pembangunan Desa meliput tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan, pengawasan 

                                                           
6
 Departemen Agama R.I Al Quran dan Terjemahan, 13. 
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Ayat (3) ``pembangunan Desa sebagaimana yang di maksud pada 

ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 

guna mewujudkan pengarus utama perdamaian dan keadailan sosia``. 

Kecamatan Banyuglugur adalah salah satu Kecamatan yang berada 

paling barat dari Kabupaten Situbondo. Yang terdiri dari 17 kecamatan dan 4 

kelurahan. yang mana kabupaten ini berbatasan langsung dengan Selat Bali 

sebalah timur, Probolinggo sebelah barat, Bondowoso dan, Banyuangi sebelah 

selatan dan, dipisahkan oleh Selat Madura bagian utara. Kabupaten situbondo 

termasuk dalam kabupaten tapal kuda. Dengan letaknya yang startegis, di 

tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak 

aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan penarukan yang terkenal sebagai 

ujung timur dari jalan raya aps Anyer Panarukan di pulau Jawa yang dibangun 

oleh Deadels pada masa era Kolonial Belanda. 

Karena akan dimekarkan Desa ini, maka harus melalui bebrapa 

proses dan tahapan, adapun proses pemekaran ini yakni harus melalui 

beberapa aspek anatara lain : kesiapan Desa baik itu mengenai sarana dan 

prasarana, persyaratan, dan prospek serta potensi yang dimiliki oleh Desa 

untuk di mekarkan. 

Dari uraian di atas hal ini menarik untuk dikaji oleh penulis serta 

mengkaji dan menjelaskan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur, 

Kabupaten Situbondo)" pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas. 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian sekripsi ini, rumusan topik mencakup semua 

aspek masalah yang akan dibahas melalui proses penelitian. Karena penelitian 

didasarkan pada kasus atau masalah yang ada di masyarakat, maka fokus 

penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, dan 

berbentuk kalimat tanya. Karena penelitian ini didasarkan pada suatu kasus 

atau masalah yang ada di masyarakat, maka penelitian ini lebih menitik 

beratkan pada fokus penelitian di bawah ini: 

1. Bagaimana  proses pemekaran desa di desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo?  

2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di desa 

Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo?  

3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat 

dalam pemekaran desa di desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur 

Kabupaten Situbondo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian.
7
 Tujuan penelitian ini harus mengacu 

kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  proses pemekaran desa di desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

                                                           
7
 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karaya Tulis Ialmiah (Jember:IAIN jember, 

2019), 45 
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2. Untuk mengetahui peranan tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di 

desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur. Kabupaten Situbondo. 

3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh 

masyarakat dalam pemekaran desa di desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian meliputi kontribusi yang akan diberikan sebagai 

hasil penelitian. Aplikasi teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, 

institusi, dan masyarakat luas. Penggunaan penelitian harus praktis. Berikut ini 

adalah prediksi keuntungan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai hasil 

dari melakukan penelitian ini: 

1. Secara Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau 

perspektif dalam menjalankan fungsi dan kedudukan dalam masyarakat 

Banyuglugur secara teori. 

Akibatnya, pendapatnya tidak segera dan menyeluruh dipertimbangkan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Dapat sesuai dengan tujuan masyarakat setempat dan menjadi pedoman 

dalam melaksanakan tugas desa secara efektif. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Untuk menanbah ilmu sesrta umtuk mengembangkan  

pengalaman baru dari penelitian Sekripsi yang penulis buat  khususnya 
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yaitu dalam penelitian “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh 

Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa” 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat serta di harapkan 

dapat menanbah wawasan dan kesadaran masyarakat khususnya di 

Kec.Banyuglugur dari tokoh-tokoh masyarakat  yang mendapatkan 

tugasnya di bidang yang di tekuni masing-masing. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah yaitu berisi tentang pengertian istilah-istilah penting 

yang menjadikan sebagi kajian titik fokus atau perhatian dalam judul 

penelitian ini. Tujuan dari definisi yang peneliti buat ini agar tidak ada kesalah 

pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah penulis maksut dan 

rujukan sebelumnya di dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “ Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa” 

(Studi kasus Desa Lubawang Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo) Maka 

diperlukan pengesahan isitlah sebagai berikut :  

1. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah secara bahsa terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-

siasyi. Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut 

ulamak usul, kata fiqh yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang 

sebangsa amaliah yang di gali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.
8
 

Dengan kata lain, dapat di pahami bahwa esensi siyasah syar‟iyyah itu 

                                                           
8
 Ibnu Syarif, Munajar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008). 31 
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ialah kebijakan penguasa yang di lakukan untuk menciptakan 

kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.
9
 Maka ketika melihat 

definisi fiqih siyasah di atas dapat ditarik kesimpulan bawasannya Fiqih 

siyasah adalah kebijakan yang di berikan oleh sang penguasa dengan 

melihat rambu-rambu syariat yang telah di tentukan. 

2. Peran 

Pengertian peran adalah kemampuan indiviadual yang dimiliki oleh 

setiap kalanagan masyarakat. menurut bahasa peran adalah sandiwara 

(film). Sedangkan dalam lingkungan msyarakat peran adalah suatu 

kedudukan (status),  yang sedang dia jalankan baik dalam kelembgaan 

maupun dalam aktifitas keseharian. Peran menurut kamus besar bahasa 

indonesia adalah tindakan yang di lakukan oleh seseorang dalam suatu 

pekerjaan atau kejadian.
10

 

3. Tokoh Masyarakat 

Tokoh diartikan sebagai orang yang di kemukaka, terkenal, 

terpandang, dihormati, oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang 

politik, ekonomi, kebudayaan, agama, dan sebagainnya).
11

 Sedangkan 

menurut J Laski, Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup 

bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan bersama.
12

 Jadi 

tokoh masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, terpandang, dan di 

hormati oleh masyarakat yang selalu di jadikan rujukan dan sebagai 

                                                           
9
 Suyuti J. Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,1997). 21 
10

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 213 
11

 Donal A, Ramokoy. Kamus Umum Politik, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). 340 
12

 Mariam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). 340 
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tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Kata masyarakat 

sendiri berakar dari bahasa Arab, masyarak. Lebih abstraknya, Masyarakat 

adalah sebuah komonitas yang iterdpenden (saling tergantung satu sama 

lain). Umumnya istilah masyarakat mengacu sekelompok orang yang 

hidup bersama dalam satu komonitas yang teratur. Masyarakat adalah 

kumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah. kumpulan individu ini 

merupakan karakteristik tersendiri yang dapat di bedakan dengan 

masyarakat lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan 

permasamaan dan perbedan interaksi individu dalam masyarakat dan 

iteraksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. 

4. Pemekaran 

Pemekaran adalah suatu bentuk peroses pembagian desa yang akan 

di kembangkan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah 

stempat. Seperti pemekaran yang akan di laksanaan pada Desa Lubawang, 

pemekaran dilaksanakan sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang 

pemerinahan Dearah tentang rencana pembangunan Daerah pada 

Kabupaten Situbondo.
13

 

5. Desa 

Desa merupakan kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah 

keluarga yang sudah menetap dan ketergantunagnnya pada sumber daya 

alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai 
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kesejahteraan.
14

 Desa merupakan suatu pemerintahan di bawah kabupaten/ 

kota.  

F. Sistematika pembahasan 

BABA I Pendahuluan 

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang yaitu tentang Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran 

Desa, kemudian membentuk fokos penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan  sebagai gambaran 

awal terhadap penelitian keseluruhan. 

BAB II Kajian Kepustakaan 

Pada bagian ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari 

penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu berisikan informasi 

terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih dapat berhubungan atau 

terdapat kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan 

kajian teori yaitu berisi tentang landasan hukum serta teori-teori terkait 

penelitian yang di teliti oleh penulis. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bagian ini menjelaskan metode atau cara tentang gambaran 

umum dari lokasi yang akan di teliti yang terdiri dari pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, sunyek penelitian, teknik pengupulan data, 

analisis data, keabsahan data dan,  tahap-tahap penelitian. 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Medan: Bitra Indonesia , 2013). 2 
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BAB IV Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan di jelaskannya tentang pemaparan pembahan dan 

hasil penelitian yang telah di teliti. Yang meliputi gambaran onyek penlitian, 

penyajian data dan analisis dan, pembhasan temuan. 

BAB V Kesimpulan 

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup 

serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan kurikulum vitae. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Selama proses penelitian, penulis mencari penelitian atau penelitian 

sebelumnya untuk melihat apakah penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya. 

Hal ini juga bermanfaat agar topik perdebatan tidak identik dengan penelitian 

sebelumnya. Ini juga akan menjadi landasan atau batasan sekripsi studi. Hal 

inilah yang juga akan menjadi landasan atau batasan penelitian ini. Berikut ini 

setidaknya beberapa temuan dari penelusuran penelitian sebelumnya : 

1. Repi Susanti 

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Proses Pemekaran Desa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Tahun 1440 H/2019 M, Penelitian ini berfokus untuk mengkaji peran 

tokoh masyarakat dalam pemekaran Pekon Suka Mulya Way Rantang 

Kec. Lemon Kab. Pantai Barat dan pandangan fiqh siyasah tentang peran 

tokoh masyarakat dalam UU Desa. Peneliti lebih fokus pada Peran Tokoh 

Masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam UU Desa dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dalam Pasal 80 ayat 

2 bahwa rapat desa wajib dihadiri oleh pemerintah desa, badan 

musyawarah desa, dan anggota masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada 
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ayat 3 huruf C, tokoh masyarakat termasuk dalam unsur masyarakat.
15

 

Musyawarah disebut sebagai majelis syura dalam hukum Islam. Majelis 

Syura adalah badan yang mengungkapkan keinginan rakyat dan berfungsi 

sebagai titik acuan bagi khalifah. Menurut Abdul Hamid Al-Ansari, 

majelis syura adalah wadah bagi orang-orang atau wakil-wakilnya untuk 

membicarakan masalah-masalah kepentingan umum. 

2. Jonkadri 

Pemekaran Desa Merbau di Kecamatan Pangkalan Bunut Ditinjau 

Melalui Lensa Fiqh Siyasah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, Riau, 2010. Penelitian ini berfokus pada proses pemekaran Desa 

Merbau, fungsi musyawarah desa dalam proses pemekaran desa, dan peran 

fiqh siyasah dalam proses pemekaran Desa Merbau.  

Menurut temuan penulis dari investigasinya di Komunitas Merbau, 

ada kekurangan dan anomali dalam proses pertumbuhan desa. 

Musyawarah, memenuhi syarat untuk kemajuan desa, dan kemaslahatan 

umat, selain perlu musyawarah dan kemaslahatan ummat, juga perlunya 

kedudukan ahl al-hall wa al-aqd (pemegang kekuasaan). untuk membantu 

dan mendukung masyarakat). Ahl al-hall wa al-aqd, menurut Dr. Abdul 

Karim Zaidan, adalah mereka yang bekerja secara langsung dengan orang-

orang yang beriman kepadanya. Demikian pula Badan Permusyawaratan 

Daerah berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam menerima dan 

mengarahkan cita-cita desa. BPD merbau dalam keadaan idealnya 
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 Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Ynag 

Bersumber  Dari Anggaran Pendapat  Dan Belanja Negara, Pasal 80. 
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menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat sesuai dengan 

tujuannya. Namun, di komunitas Bau ini, BPD tidak menjalankan 

tugasnya. 

3. Hanna Eka Puspitsari 

Perluasan komunitas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat Universitas Brawijaya Malang, Universitas Brawijaya Malang, 

Universitas Brawijaya Malang, Universitas Fokus penelitian ini adalah 

pertumbuhan desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Pemekaran desa tidak 

selalu sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti yang berkaitan dengan 

kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan sosial politik. Pelayanan 

publik seperti aksesibilitas, teknis, profitabilitas, dan akuntabilitas telah 

sesuai dengan pelayanan publik sejak pemekaran desa. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan bagi masyarakat 

berkebutuhan khusus, yang merupakan faktor sosialisasi dan ketersediaan 

bantuan pemerintah dan non pemerintah. Faktor penghambat, sosialisasi 

yang belum ideal, aksesibilitas yang kurang, dan sikap masyarakat yang 

belum kuat. 

4. Debora Iriene Ticoalu 

Efektifitas Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik Penelitian ini melihat pelayanan publik daerah, dimana 

sebagian besar masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Oleh karena itu, penulis memfokuskan pada bagaimana meningkatkan 
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administrasi pemerintahan, yang mencakup semua kegiatan atau aparatur 

pemerintah yang melakukan tugas di masyarakat. Untuk inisiatif  

percepatan pembangunan di desa melalui pendekatan birokrasi pemerintah 

kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan harus efisien dan 

berhasi. akibatnya, penulis mengklaim bahwa ketika memberikan layanan 

dalam struktur organisasi, data tidak selalu berfungsi seperti yang 

diharapkan, dan bahwa pemerintah dan otoritas desa sering menghadapi 

hambatan atau faktor pembatas selama implementasi. Di Desa 

Pinasungkulan Utara, demikian halnya dengan penyelenggaraan pelayanan 

pemerintah. 

5. Sela Ayu Wandira Harahap 

Studi Kasus di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren 

Kabupaten Gayo Lues Tentang Dampak Pemekaran Desa Terhadap 

Pembangunan Infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji pengaruh peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana desa. 

Menurut peneliti, pembangunan yang berhasil dan unggul adalah 

pembangunan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Akan 

sangat mungkin untuk membangun sesuatu yang memiliki nilai guna yang 

sangat baik jika ketiga karakteristik tersebut digunakan dalam 

pelaksanaannya. Untuk menghindari kegagalan pembangunan dan 

menciptakan mimpi buruk yang mengerikan bagi pemerintah desa sebagai 

pelaksanaan pembangunan, pembangunan juga harus didasarkan pada 

kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 
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Kajian tersebut didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, 

yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintah daerah yang bersifat khusus atau khusus dan diatur dengan 

undang-undang.” Dalam PERMENDEKRI no. 28 Tahun 2006, disebutkan 

bahwa tujuan pemerintah adalah meningkatkan pelayanan publik dalam 

rangka mempercepat terwujudnya atau terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat pedesaan. 

Dampak wawancara yang diperoleh peneliti sangat baik dan positif, 

karena pengaruhnya sangat besar terlihat dari pembangunan infrastruktur, 

dimana masyarakat merasakan dampak yang menguntungkan terutama 

kenyamanan mengunjungi destinasi dan melakukan mobilitas. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

NO NAMA JUDULL PERBEDAAN PERSAMAA

N 

1. Repi 

Susanti 

 

Analisis Fiqh 

Siyasah 

Terhadap Peran 

Tokoh 

Masyarakat 

Dalam Proses 

Pemekaran Desa 

Universitas 

Islam Negri 

Raden Intan 

Lampung Tahun 

1440H/2019 M, 

Penelitian ini 

berfokus 

mengkaji 

terhadap peran 

tokoh 

masyarakat 

Peneliti lebih 

fokus  mengarah 

pada Peran Tokoh  

Masyarakat. Peran 

tokoh masyarakat 

dalam Undang-

Undang Desa dan 

Peraturan 

Pemerintahan 

Republik 

Indonesia Nomor 

22 Tahun 2015 

tentang Perubahan 

Atas Peraturan 

Pemerintah No 60 

Tahun 2014. 

tentang Dana 

Desa yang 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemekaran 

Desa 
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dalam 

pemekaran di 

PekonSuka 

Mulya Way 

Rantang Kec. 

Lemong Kab. 

Pesisir Barat 

serta mengenai 

pandangan fiqh 

siyasah tentang 

peran tokoh 

masyarakat 

dalam Undang-

Undang Desa 

Bersumber dari 

Anggaran 

Pendapat dan 

Belanja Negara 

adalah 

musyawarah 

sebagaimana 

terdapat dalam 

Pasal 80 ayat 2 

dijelaskan bahwa 

musyawarah desa 

diikuti oleh 

pemerintah desa, 

badan 

musyawarah desa 

dan unsur 

masyarakat. 

Tokoh masyarakat 

itu sendiri masuk 

kedalam unsur 

masyarakat 

sebagaimana 

dijelaskan pada 

ayat 3 huruf C.
16

 

Dalam hukum 

Islam 

musyawarah 

sering disebut 

dengan majelis 

syura. Majelis 

syura adalah  

sebuah lembaga 

yang terdiri atas 

orang-orang yang 

merepresentatifka

n kehendak umat 

sebagai rujukan 

khalifah. Abdul 

Hamid Al-Anshari 

menyebutkan 

bahwa majelis 

syura adalah 

sarana yang 

                                                           
16

 Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Ynag 

Bersumber  Dari Anggaran Pendapat  Dan Belanja Negara, Pasal 80. 
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digunakan rakyat 

atau wakilnya 

untuk 

membicarakan 

kemaslahatan 

publik. 

 

2. JONKAR

DI 

Proses 

Pemekaran Desa 

Merbau 

kecamatan 

Pangkalan Bunut 

Ditinjau 

Menurut 

Persepektif Fiqh 

Siyasah. 

 

Universitas 

Islam Negri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

2010. Penelitian 

ini 

memfokuskan 

pada Proses 

pemekaran Desa 

merbau, 

bagaimana  

peran 

permusyawarata

n desa dalam 

proses 

pemekeran desa, 

dan tujuan fiqh 

siyasah terhadap 

proses 

pemekaran desa 

Merbau 

 

Penelitian ini 

memfokuskan 

pada Proses 

pemekaran Desa 

merbau, 

bagaimana  peran 

permusyawaratan 

desa dalam proses 

pemekeran desa, 

dan tujuan fiqh 

siyasah terhadap 

proses pemekaran 

desa Merbau.  

Dari hasil 

penelitian yang 

penulis lakukan di 

Desa merbau, 

bahwa proses 

pemekaran desa 

terdapat 

kekurangan dan 

kejanggalan. Di 

antaranyaa 

sebagai berikut: 

musyawararah, 

memenuhi syarat-

syarat pemekaran 

desa, dan 

kemaslahatan 

umat serta dalam 

proses pemekaran 

desa selain 

memerlukan 

musyawarah dan 

kemaslahatan 

ummat juga pelu 

adanya kedudukan 

ahl al-hall wa al-

aqd  (orang-orang 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemekaran 

Desa 
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yang mempunyai 

wewenang untuk 

menolong dan 

mengikat). 

3. Hanna 

Eka 

Puspitsari 

 

Pemekaran Desa 

Dalam Rangka 

Peningkatan 

Pelayanan 

Publik di Bidang 

Kesehatan 

Berkebutuhan 

Khusus, 

Universitas 

Brawijaya 

Malang. 

Penelitian ini 

bertemakan 

mengenai 

pemekaran desa 

yang bertujuan 

untuk 

meningkatkan 

pelayanan publik 

di bidang 

kesehatan 

berkebutuhan 

khusus. 

pemekaran desa 

belum semuanya 

sesuai dengan 

persyaratan yang 

ada antara lain 

persyaratan 

mengenai 

kemampuan 

ekonomi, tingkat 

kesejahteraan dan 

sosial politik 

masih kurang. 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemekaran 

Desa 

4. Debora 

Iriene 

Ticoalu 

 

Efektifitas 

Pemekaran Desa 

Dalam 

Mewujudkan 

Kualitas Pelayan 

Publik. 

Penelitian ini 

membahas 

menegenai 

pelayanan publik 

daerah yang 

kebanyakan 

masyarakat belom 

merasakan puas 

dengan pelayan 

publik yang di 

berikan, maka dari 

itu penulis 

memfokuskan 

pada bagaimana 

peningkatan 

penyelengaraan 

pemerinthan, 

yaitu seluruh 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemekaran 

Desa 
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aktifitas atau 

aparatur 

pemerintah dalam 

mewujudkan 

tugas-tugas pada 

masyarakat. 

Penyelengaraan 

pemerintahan agar 

berdaya guna dan 

berhasil guna 

untuk upaya 

percepatan 

pembangunan di 

Desa melalui 

pendekatan 

birokrasi 

pemerintahan 

kepada 

masyarakat. 

5. Sela Ayu 

Wandira 

Harahap 

 

Dampak 

Pemekaran Desa 

Dalam 

Pembangunan 

Infasruktur, 

Studi Kasus 

Pada Desa 

Penampaan 

Kecamatan 

Blangkejeren 

Kabupaten Gayo 

Lues. 

Peneltian ini 

bertujuan 

menganilisis 

dampak 

pemekaran dalam 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana Desa, 

disini peneliti 

mengatakan 

bhawa 

pemabangunan 

yang bisa 

dikatakan suskses 

dan baik adalah 

pembangunan 

yang dilaksanakan 

secara efektif, 

efisien, dan 

transparan.  

Penelitian 

mengambil pada 

UUD 1945 pasal 

18B ayat (1) 

bahwa `` Negara 

mengakui dan 

mneghormati 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemekaran 

Desa 
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satu-satuan 

pemerintah daerah 

yang bersifat 

khusus ataupun 

bersifat istimewa 

yang diatur 

dengan 

UU``dalam 

PERMENDEKRI 

No. 28 Tahun 

2006, disebutkan 

bahwa tujuan dari 

peerintahan 

adalah untuk 

meningkatkan 

pelayanan publik 

guna 

mempercepat 

terwujudnya 

kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan 

dimana peneliti pertama lebih memfokuskan pada UU Desa dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan peneliti kedua lebih 

fokus pada Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembahasan Desa diikuti oleh 

pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan komponen masyarakat, 

menurut Pasal 80 ayat 2. Sementara itu, terdapat kekurangan dan 

ketidakkonsistenan dalam investigasi kedua Jonkadri, yang berkonsentrasi 
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pada proses pembangunan dusun Merbau. Musyawarah, memenuhi syarat 

pemekaran desa, dan kemaslahatan umat termasuk di antaranya. Selain 

perdebatan dan kemaslahatan ummat, pemerataan dalam proses pembangunan 

desa meniscayakan status ahl al-hall wa al-aqd (orang yang memiliki 

kewenangan membantu dan mengikat). BPD, di sisi lain, tidak beroperasi di 

dusun merbau ini sesuai dengan perannya masing-masing. Kajian ketiga 

berfokus pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan 

khusus, sedangkan kajian keempat berfokus pada peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi segala tindakan yang dilakukan 

pegawai pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab di masyarakat. 

Sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2006 dan UU No. 1945 UUD pasal 18B 

ayat, penelitian tahap kelima lebih fokus pada dampak perluasan ketersediaan 

layanan dan infrastruktur desa (1). 

Yang memebedakan dalam penelitian ini yaitu peneliti lebih 

memfokuskan pada pemekaran desa  sesuai dngan UU No.6 Tahun 2014 

tentang desa. 

B. Kajian Teori 

1. Tokoh Masyarakat 

a. Pegertian tokoh masyarakat 

Menurut ungkapan J Laski, mengatakan bahwa masyarakat, 

sekelompok manusia yang tinggal bersama dan bekerja sama untuk 

menncapai dalam tujuan bersama.  
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Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, dan mengacu 

pada jaringan atau interaksi antara kelompok etnis. Masyarakat adalah 

komunitas mandiri (satu bergantung pada yang lain). Istilah komunitas, 

dalam arti luas, mengacu pada kumpulan orang yang hidup bersama 

secara teratur atau sering. Sekelompok individu dapat dianggap 

membentuk masyarakat yang terhubung dengan refleksi jika mereka 

memiliki keyakinan, sentimen, dan sistem yang sama, menurut 

Taqiyuddin An-Nabhani. Manusia dapat berkelompok tergantung pada 

struktur politiknya, dan ada komunitas, suku, kepala suku, dan 

komunitas negara berdasarkan urutan kompleksitasnya.
17

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya. Koleksi unik ini dapat dibedakan 

dari komunitas lainnya. Ia mencoba untuk memahami, menyelidiki, 

dan menemukan hilangnya hubungan individu dalam masyarakat serta 

kontak publik dengan kelompok masyarakat lainnya.
18

  

b. Ciri-ciri tokoh masyarakat 

Tokoh masyarakat, menurut pandangan Abdillah Hanafi dalam 

Koentjaraningrat (1983:113), memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Memiliki pengalaman lebih dari pengikutnya. 

2) Memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lain, terutama dari 

murid-muridnya. 

                                                           
17

 Riska Porauw, Peran Tooh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan 

(Manado, t.p, t.tp), 5. 
18

 Surjono Sukanto, Sosiologo Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja  Grafindo Persada, 2007), 6. 
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3) Jangan menyimpan informasi mereka untuk Anda sendiri; sebagai 

gantinya, cobalah untuk membagikannya. 

c. Tokoh masyarakat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1) Pemimpin resmi komunitas 

Tokoh masyarakat formal adalah mereka yang diidentifikasikan 

oleh posisinya di lembaga pemerintahan, seperti: 

a) Camat 

b) Kepala Desa 

c) Kepala Rt/Rw 

Tokoh masyarakat informal Seseorang yang tumbuh dengan 

baik dan ditokohkan di lingkungannya karena ada pengaruh, posisi 

dan kapasitas yang diakui oleh lingkungan: 

a) Seperti Tokoh agama 

b) Tokoh adat 

c) Tokoh perempuan 

d) Tokoh pemuda  

2) Kedudukan tokoh masyarakat 

agar lebih mudah difahami kedudukan tokoh masyarakat ini, 

kenapa kita boleh mengatakan untuk menjadi tokoh masyarakat 

maka ada sebab-sebab yaitu: 

a) Mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam bidang 

kepemimpinan selalau meminta nasehat untuk kemajuannya 

karena kepakarannya, maka orang yang berkenaan diberikanlah 
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kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian dipanggil 

sebagai tokoh masyarakat. 

b) perusahaan atau pengusaha yang rendah hati, seperti suka 

berzakat, serta bersilaturahmi pada umumnya maka secara 

umum masyarakat akan menyebut yang bersangkutan sengan 

sebutan tokoh masyarakat 

c) presiden atau ketua partai politik yang dekat dengan 

masyarakat, suka berintegrasi dengan masyarakat, suka 

membantu masyarakat diminta atau tidak, ketua partai ini dapt 

dipanggil sebagai tokoh masyarakat. 

d) Dia Mempunyai kedudukan formal dipemerintahan seperti 

kepala desa/wakil kepala desa, camat/wakil camat karena 

memiliki posisi maka sering disebut sebagai kepala tokoh 

masyarakat. 

Akibatnya, setiap individu dapat diklasifikasikan 

sebagai pemimpin. Setiap lingkungan memiliki potensi untuk 

menjadi pemimpin bagi umatnya, sebagaimana Allah telah 

mengangkat para Nabi dan Rasul untuk memimpin umatnya. 

Bedanya, Nabi dan Rasul dipilih dan diutus Tuhan untuk 

memimpin umat yang sesat, sedangkan tokoh masyarakat, 

seperti ketua Rt/Rw, dipilih langsung oleh rakyat untuk 
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memimpin daerahnya, terutama yang terkait dengan urusan 

sehari-hari.
19

 

3) Tugas dan fungsi totokoh masyarakat 

a) Tugas tokoh masyarakat 

Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh 

masyarakat lainnya mempunyai tugas memberikan dan 

mengadaptasi dengan menampung aspirasi yang ingin 

disampaikan guna mencapai tujuan bersama dalam proses 

pembuatan kesepakatan, sebagaimana terlihat dalam peraturan 

daerah yaitu Perda Situbondo. daerah, untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

b) Fungsi tokoh masyarakat 

(1) Mengayomi, menjaga kelestarian masyarakat Lubawang 

dalam berbagai aspek. 

(2) Mengakomodasi berbagai aspirasari masyarakat 

(3) Pengawasi pelaksanaan kegiatan dan peratuuran yang ada 

di Desa Lubawang Kecamata Banyuglugur. Seperti, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(4) Menjalankan peraturan yang ada di Desa Lubawang dengan 

efektif serta mengamspirasi masyarakat dalam segala segi 

aspek. Seperti, menjlankan aturan yang di Desa Lubawang 

dngan baik. 

                                                           
19

 Musni Munar, Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan, Musnimunar. 

Wordpres. Com. Diposting 12 Juni 2013 Di Akses Pada Februari 2019. 
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2. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa meurut Peraturan 

Perundag-Undagan 

a. Peran 

1) Pengertian Peran 

Kemampuan individu yang dimiliki oleh setiap kelompok 

masyarakat merupakan definisi dari peran. Pekerjaan ini mungkin 

permainan tergantung pada bidang linguistik (film). Dalam 

masyarakat, bagaimanapun, peran adalah posisi (status) yang 

dilakukan baik dalam lembaga maupun kegiatan sehari-hari.
20

 

Menurut Soerjono Serento, peran adalah komponen dinamis 

dari kedudukan (status), dan ia dapat dianggap telah memainkan 

peran jika ada hak dan kewajiban yang harus sejalan dengan 

jabatan atau jabatan tersebut. Karena yang satu bergantung pada 

yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap 

orang memainkan berbagai peran sebagai hasil dari model 

kehidupan sosial. Ini juga menyiratkan bahwa fungsi tersebut 

mempengaruhi apa yang dicapainya bagi masyarakat dan peluang 

yang diterimanya dari masyarakat.
21

 

Hendro Puspito mendefinisikan peran sebagai "istilah 

fungsional yang mewakili tugas atau fungsi seseorang". Akibatnya, 

                                                           
20

 Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Basa Inonesia Untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembnan 

Dan Pembinaan Bahasa,2011), 402. 
21

 Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Rajawali pers, 2013).213 
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pekerjaan ini merupakan tugas atau usaha yang harus dilakukan 

seseorang untuk memenuhi fungsi yang dimilikinya.
22

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seorang individu, 

kelompok organisasi, lembaga, atau lembaga oleh sekelompok 

orang atau lingkungan, dan yang harus dilakukan oleh seorang 

individu. kelompok organisasi, lembaga, atau lembaga karena 

status atau jabatan yang dimiliki akan berdampak pada sekelompok 

orang di lingkungannya. 

2) Fungsi peran 

 Menurut pendapat Narwoko dan Suyanto fungsi peran adalah : 

a) Berikan instruksi dalam proses sosialisasi 

b) Dapat menyatukan kelompok atau masyarakat 

c) Menghidupkan sistem control pengendali, sehigga dapat 

melestarika kehidupan masyarakat.  

3) Ciri-ciri peran dan jenis-jenis peran 

a) Ciri-ciri peran: 

1. terorganisasi  

2. perbedaan atau kekhususan 

3. Ada batasan dan ketentuan dalam menjalankan tugas dan 

fungsiya.
23

 

 

                                                           
22

 Puspito Hendro, Pengantar sosiologi, ( Yogyakarta:yayasan Kaisius, 1997). 76 
23

  Sarlita Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  

h. 215. 
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b) Jenis-jenis peran 

a) peran aktif, peran pada organisasi aktif pada kontribusi 

yang diberikannya. 

b) peran partipatif, diproduksi dalam keadaan tertentu atau 

ketika mereka membutuhkannya saja. 

c) peranm pasif, tidak dilakukan secara individu fungsi 

simbol dalam kondisi tertentu dan dalam kehidupan 

masyarakat. 

3. Desa 

Fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa telah 

terlalu sering disorot, baik secara lisan maupun tertulis. Pernyataan ini 

benar. Karena data yang tersedia juga mendukung hal tersebut. Mungkin 

berguna untuk menunjukkan bahwa bilangan relatif tidak sama dengan 

bilangan mutlak. Tidak kurang dari 80% dari keseluruhan jumlah, atau 

jumlah relatif. Dari segi distribusi, ini berarti untuk setiap 100 orang 

Indonesia, 80 berasal dari pedesaan dan 20 dari kota.
24

  

Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa desa merupakan garda 

depan Sistem Republik Indonesia, dengan kehadirannya sebagai 

katalisator demokratisasi. Derajat demokrasi dalam pemerintahan kita 

tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika 

pemerintahan desa dipandang sebagai komoditas, itu adalah etalase untuk 

                                                           
24

 Perhatikan Sanapiah Faisal 1981. Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Masyarakat 

Desa, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional; BudimanSudjatmiko dan Yando Zakaria, 2014. 

DesaKuat Indonesia Hebat, (Jakarta; Penerbit Pustaka Yustisia). 353 
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barang itu.
25

 Dengan kata lain, tingkat implementasi demokrasi di 

pemerintahan nasional dapat dinilai dari bagaimana demokrasi 

dipraktikkan di pemerintahan desa. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Desa mengantarkan era baru pemerintahan desa Kuno. 

Penghormatan terhadap keberagaman, payung hukum penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pemberian dana langsung ke desa, penganggaran 

partisipatif, membuka prospek usaha milik desa, dan mendukung proses 

alih teknologi merupakan enam kepentingan utama dalam undang-undang 

ini.
26

 

a. Pengertian Desa  

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan 

masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. sistem 

pemerintahan Indonesia. Mashuru Maschab mengklaim bahwa.
27

 

Ketika kita berbicara tentang desa di Indonesia, setidaknya ada tiga 

jenis yang terlintas dalam pikiran: desa sosiologis, yang didefinisikan 

                                                           
25

 Lihat R. Yando Zakaria, 2014. `` Menimbang-Nimbang Kemaslahatan UU Desa 2013`` dalam 

Budiman Sudjotminko dan Yando Zakaria, Op. Cit, 15-26; Zen Zanibar M. Z., 2007 `` Desa: 

Pergulatan Mencari Jati Diri`` Artikel Dalam Jurnal Konstitusi Volume4, Nomor 1, Maret 2007, 

171-196;Angger Jati Wijaya dkk (Ed). 2000. ReformasiTata Pemerintahan Desa. Menuju 

Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarata; Taliziduhu Ndraha, 1991. Dimensi Dimensi 

Pemerintaha Desa, Jakarta; Bumu Aksara. 
26

 Budiman Sudjatminko, 2014. `` Desa Hebat, Indonesia Hebat`` artike dalam Harian Kompas, 21 

Oktober 2014. 
27

 Mashuri Muschab, 2013. PolitikPemeriintahan Desa di Indonesai, ( Yogyakarta; POIGov 

Fisipol UGM). 1 
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sebagai tempat di mana orang-orang bergantung pada lingkungan alam 

untuk menjalani kehidupan mereka, seperti di sektor pertanian, dan 

memiliki ikatan sosial yang kuat dan adat atau tradisi yang masih kuat, 

kuat, dan bersejarah. Kedua desa berbasis ekonomi, dengan penduduk 

berusaha memenuhi kebutuhan mereka sambil mengandalkan apa yang 

disediakan alam. Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, ketiga desa 

tersebut berhak membentuk pemerintahan desanya sendiri. 

b. Ciri-ciri Desa secara umum 

1) Desa pada umumnya terletak paling ekat dengan pusat tani  

2) Pertanian merupakan kegiatan ekonomidominan 

3) Factor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat 

4) Tidak seperti kota yang kebanyakan sebagian pendudukpendatang, 

Desa lebih bersifat informal, dalam iteraksi lebih personal yakni 

secara tatap muka, dan 

5) Mempunya homogenitas yang cukup tiggi dan ikatan sosial yang 

relative lebih ketat dari pada kota.
28

 

c. Hak dan kewajiban Desa 

1) Desa berhak atas : 

a) Mengatur dan bertanggung jawab atas pembatasan masyarakat 

sesuai dengan hak asal, kebiasaan dan nilai budaya sosial 

masyarakat desa. 

b) Membangun dan mengelola lembaga desa dan 

                                                           
28

Suhartono, dkk, 2001, Politik Lokal, Perlemen Desa; AwlKmerdekaan Sampai Jaman Otonomi 

Daerah, (Yogyakatrta; Lapera Pustaka Utama). 14  
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c) Mendapatkan sumber pendapatan.
29

 

2) Desa berkewajiban untuk : 

a) Melindungi dan memelihara unit, persatuan dan keharmonisan 

masyarakat Desa. 

b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa 

c) Mengembangkan kehidupan yang demokratis, dan 

d) Memperluas pemberdayaan masyarakat desa dan termasuk 

layanan di desa.  

4. Pemekaran Desa  

a. Syarat Pemekaran Desa.
30

 

1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan 

2) Jumlah penduduk, yaitu: 

a) Wilayah jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala 

keluarga 

b) Wilayah bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala 

eluarga 

c) Wilyah Sumatra paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala 

keluarga 

d) Wilayah Sulawesi selatan dan Sulawesi utara paling sedikkit 

3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga 

                                                           
29

 Sugiman, pemerintahan Desa, vol. 7 No.1, Juli 2018. 89 
30

 Pasal 8 ayat (3) UU Desa 
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e) Wilayah nusa tengga barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 

kepala keluarga 

f) Wilayah Sulawesi tengah, Sulawesi baat, Sulawesi tenggara, 

Gorontalo, dan Kalimantan selatan paling sedikit 2.000 jiwa 

atau 400 kepala keluuarga 

g) Wilayah Kalimantan yimur, Kalimantan barat, Kalimantan 

tengah, dan Kalimantan utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 

300 kepala keluarga 

h) Ilayah nusa tengga timur, Maluku, dan Maluku utara paling 

sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga, dan 

i) Wilayah papua dan papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 

100 kepala keluarga. 

3) Wilayah kerja yang memeiliki akses transportasi antar wilayah 

4) Sosial buda yang dapat menciptakan kerukukan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa. 

5) Memiliki yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia 

dan sumber daya ekonomipendukung. 

6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 

telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wal kota. 

7) Sarana dan prsarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan public, 

dan 
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8) Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Prosedur Pemekaran Desa 

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa 

persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa 

persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status 

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
31

 

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa 

baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa.
32

 

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah 

mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
33

 

Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang pembentukan kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, 

kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat 

Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
34

 Gubernur 
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Pasal 8 ayat (2) UU Desa 
32

 Pasal 8 ayat (5), (6), (7), dan (8) UU Desa 
33

 Pasal 10 UU Desa 
34

 Pasal 15 ayat (1) UU Desa 
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menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling 

lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
35

 

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan 

Peraturan Daerah tesebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah 

paling lama 20 hari.
36

 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai 

lampiran peta batas wilayah Desa.
37

 

5. Fiqh Siyasah 

a. Pegertian fiqh siyasah 

Fiqh Siyasah terdiri dari dua istilah Fiqh dan Al-Siasyi. Dalam 

bahasa Arab, kata Fiqh berarti "pemahaman". Menurut gerakan ulama, 

fiqh berarti "memahami aturan syariah dari negara yang sama dengan 

amaliah, yang diturunkan secara rinci dari penalaran.
38

 sedangkan Al-

Siyasya secara bahasa berasal dari "Sya-Sya-Yausyu-Syayasyata", yang 

artinya (Amaro/Dhabburo). Meskipun Masdar-N mengatakan bahwa 

Siyasah dalam bahasa yang berarti ``melakukan sesuatu dengan apa 

yang bernilai baginya.``
39

 Al-Siyasi berasal dari kata "Sya-Sya-Yausyu-

Syayasyata", yang berarti "Amaro/Dhabburo." Meskipun Masdar-N 

                                                           
35

 pasal 16 ayat (1) UU Desa 
36

 Pasal 16 ayat (2) UU Desa 
37

 Pasal 17 ayat (2) UU Desa 
38

 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-fiqh al-Islam (Damaskus:Dar al-Fikr, 2001), 19. 
39

 Ibn Manzhur, Liasa al-`arab (Bairut:dar sadir, t.t.), 108; Ahmad bin Muhammad 
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mengatakan bahwa Siyasah dalam bahasa yang berarti "melakukan 

sesuatu dengan apa yang berharga baginya",
40

 

Siyasah menurut Ibn 'Aqill dalam Kitab Pengambilan Al Fununi, 

adalah suatu kegiatan manusia yang meskipun tidak ada ketetapan dari 

rasul, dapat mendekatkan seseorang kepada kebenaran dan menjauhi 

bencana.
41

 Inti dari siyasah syar'iyyah adalah dasar yang berdaulat 

untuk menerapkan dan memelihara syari'ah. (1) Dalil Kully dari Al-

Qur'an dan Al-Hadits (2) Maqasshid Syar'ah (3) Ruh Ajaran Islam (4) 

Kaidah Fiqqiyah Kulliyah Apa artinya hidup bermasyarakat dan 

bernegara. “Dalam ayat (59) an-Nisa,” Al-Qur'an menjelaskan nilai-

nilai ini.
42

 

                     

                         

                    

 

Artinya ; Orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan Rasul-

Nya, serta ulil amri di antara kamu. Jika Anda percaya 

kepada Allah dan Hari Akhir, maka kembalilah kepada 

Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya) jika Anda 

memiliki pendapat yang berbeda tentang sesuatu. 

Semakin signifikan dia (bagi Anda), semakin baik 

hasilnya.Al-Qur'an mengajarkan prinsip tauhid, 

musyawarah, dari ketaatan kepada pemimpin. Tapi Al-

                                                           
40

 Wuzarat Al-waqaf wa al-Islamiyah bi al-Kuwait, AlMausu`at al-Fiqqiyah (Kuwait: Wuzarat al-

Auqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.). Vol. 25. 295 
41

 Ibnu Qayyim Al Jauziah, AlThuruq al hukmiyah fi siyiasat al syari’iyah, Tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damescus: Matba‟hah Dar Al Bayan, 2005), 26. 
42

 Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siysah Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Al-Hadis, 21. 
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Qur'an tidak menentukan sistem standar pemerintah 

untuk dianut masyarakat Muslim.
43

  

 

Hal-hal tentang ketatanegaraan ini dapat ditemukan di fiqh 

(hukum) Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. 

Istilah dalam menyebbut bidang ini adalah Fiqh Siyasah Sultaniyah 

(Rule of Law). 

b. Ruang ligkup fiqih siyasah 

Menunrunt Imam al-Mawardi
44

, seperti yang di tuangkan dalam 

karanngan fiqh siyasah-ya yaitu al-ahkam al-sultaniyyah, dapat ditarik 

kesimpulan ruang lingkup fiqihn siyasah sebagai berikut.
45

 

1) Siyasah Dusturiyyah (kebijaksanaann pemeritnah tetang peraturan 

perundanng –undangann.) 

2) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dann Militer.) 

3) Siyasah Qadla`iyyah (Peradilan.) 

4) Siayasah Harbiyyah ( Hukum perang.) 

5) Siyasah `Idariyyah (Administrasi nengara.) 

Ibn Taimiyyah meringkasnya menjandi empat bidang kajia yaitu: 

1) Peradilan 
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 Nadia Zuraya, Fikih Siyasah, Republika.co.id, 26 Februari 2012 
44

 Nama lengkap Al- Mawardi adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib AlBashri al-

Mawardi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 364 H/975 M. Beliau seorang faqih dan hafidz, 

dan seorang ulama fikir terbesar mazhab Syafi‟i yang telah mengarang ensiklopedia fiqih 

mazhab Syafi‟i yang jumlahnya lebih dari dua puluh jilid. Al- Mawardi pernah memangku 

jabatan hakim (qadhi) di berbagai kota. Di zamannya, beliau menjadi pemimpin para hakim 

(Aqdha Qudhat) pada pemerintahan Al-Qaim bin Amrillah Al-„Abbasi. Al-Mawardi wafat pada 

hari selasa di penghujung Rabi‟ul awwal tahun 450 Hdalam usia 86 tahun. Jenazahnya 

dimakamkan di pemakaman Bab Harb dan dishalati oleh muridnya, al-Imam al_Khatib al-

Baghdadi. 
45

 Ibnu Syarif Mujar, fiqih siyasah, Dotrin dann Pemikirann Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 

2008). 36. 
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2) Adminisntrasi Negara 

3) Moniter 

4) Serta hubungan Internasioal 

Abdul Wahab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja 

yaitu: 

1) peradilan 

2) Hubungan Internasional, dan 

3) Keuagan Negara. 

Berbeda degan ketiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi 

ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu: 

1) Politik pembuatan perundang-undangan 

2) Politik hokum 

3) Politi moniter/ekonomi 

4) Politik administrasi 

5) poilitik hubungan Internasinal  

6) Politik pelaksanaan perundang-undangan 

7) Politik peperangan.
46

 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan kajian tentang fiqih 

siyasah dapat dikatagorikan menjadi tiga bagian penting. 

1) al-siyasah al-dusturiyah atau politik perundang-undangan, meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri`iyah) oleh lembaga 
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 Mhammad Iqbal, fikih siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, (Jkarta: Prenada Media, 

2014). Get ke.1 hlm. 14  
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legislatif, peradilan (qada`iyah) oleh lembaga yudikatif, dan 

admistrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi eksekutif.  

2) politik luar negri (al-siyasah al-kharijiyah).bagian ini mencangkup 

hubungan kepedataan antara warga muslim dan warga non-muslim 

(al-siyasah al-dualial-`Am) atau disebut juga hubungan 

internasional.  

3) al-siyasah al-maliyah atau politik keuangan dan moniter. Masalah 

yang termasuk dalam Siyasah Maliyah termasuk urusan negara, 

perdagangan 

Internasional, kepentingan publik / hak-hak publik, pajak dan bank. 

Dari ruang lingkup di atas maka yang berkaitan dengan judul 

adalah: 

1) pengertian dusturiyah 

Duaturiyah adalah kata Persia yang berarti. Awalnya, itu 

merujuk pada seseorang yang memegang kekuasaan di bidang 

politik dan agama. Belakangan, istilah ini digunakan untuk 

menyebut pengikut agama Zoroaster (pemimpin agama). Kata 

dusturiyah berkembang maknanya menjadi berdasarkan pembinaan 

setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab. Dusturiya 

mengacu pada kumpulan norma-norma tidak tertulis (perjanjian) 
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dan tertulis yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di 

antara anggota masyarakat di suatu negara (konstitusi).
47

  

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah merupakan 

bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang peraturan 

perundang-undangan negara, meliputi konsep ketatanegaraan 

(konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-

undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan 

(cara merumuskan hukum), lembaga demokrasi, dan syura. yang 

kesemuanya merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-

undangan. Selain itu dibahas pula peraturan perundang-undangan 

dalam Siyasah, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan 

warga negara yang wajib dijaga.
48

 

2) Ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah  

Jika kata "dustur" diartikan sebagai "konstitusi" dalam 

bahasa Inggris atau "constitution" dalam bahasa Indonesia, maka 

istilah "dasar" di Indonesia tidak sulit diturunkan dari kata 

dusturiyah. Sementara kata fiqh siyash dusturiyah digunakan untuk 

menggambarkan ilmu yang berurusan dengan urusan pemerintahan 

dan negara dalam arti luas, dusturiyah mengacu pada sistem prinsip 

untuk mengendalikan otoritas dalam pemerintahan suatu negara, 

serta undang-undang, peraturan, dan beberapa norma. Yang kecil 

                                                           
47

 Dewi Anisa Saurrohmah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam 

Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum, Universitas Negri Sunan Ampel. 2019. 

26 
48

 Muhammad Iqbal, Op.Cit. 77 
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lainnya mungkin tidak bisa membantah dusturiyah. Dalam hukum 

Indonesia, duturiyah merupakan hukum dasar yang menjadi 

pedoman bagi pembuatan peraturan perundang-undangan.  

 Pembagian fiqih siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi 4 

yaitu: 

a) Bidang siyasah tasri`iyah, termasuk dalam persoalan ahlul 

halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim 

dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti halnya Undang-

undang Dasar, Undang-undang peraturan pelaksnaan, peraturan 

daerah dan sebagainya. 

b) Bidang siyasah tandifiyah, termasuk dalam bidang persoalan 

imamah, persoalan bai`ah, waliy al-ahadi dan lain-lain. 

c) Bidang siyasah qdlaiyyah, termasuk di dalamnya masal-

masalah peradilan 

d) Bidang siyasah idariyah, termasuk masalah yang ada didalam 

administrative dan kepegawaian.
49

 

3) Dasar hukum dustiriyah 

a) Al-qur`an 

 Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran agama 

Islam yang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan suatu 

hukum. Al-Qur'an adalah firman Tuhan, dan mengandung 

pesan-pesan Tuhan dalam bentuk berbagai hukum. Karena Al-
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Qur'an dikatakan berasal dari Allah, dan ada beberapa ayat di 

dalamnya yang menawarkan aturan dan petunjuk bagi manusia 

yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Ayat-ayat tersebut 

membahas tentang kedudukan manusia di muka bumi serta 

nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, seperti debat atau musyawarah, ketaatan kepada 

penguasa, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama.
50

  

suarah Al-Baqarah ayat 256 : 

                      

                      

        

 

Artinya: ``Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; 

karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar bukan jalan 

yang salah``. 

 

Dan surah AL-Imran ayat 64 : 

                       

                       

                

Artinya: Katakanlah (Muhammad): Hai Ahli Kitab, marilah kita 

mencapai kesepahaman antara kami dan kamu bahwa kami tidak 

akan menyembah Allah atau menghubungkan-Nya dengan apa 

pun, dan bahwa sebagian dari kami tidak akan memperlakukan 

yang lain sebagai Tuhan. dengan pengecualian Allah. Jika mereka 
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menolak untuk menerima undangan, katakan kepada mereka 

untuk bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah).
51

 

 

b) Sunnah 

Katakanlah (Muhammad): Hai Ahli Kitab, marilah kita 

bersepakat bahwa kita tidak akan menyembah Allah atau 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan bahwa 

sebagian dari kita tidak akan memperlakukan yang lain sebagai 

Tuhan. kecuali Allah tentunya. Katakan kepada mereka bahwa 

kami adalah orang-orang yang sudah pasrah jika mereka menolak 

untuk menerima undangan (kepada Allah).  

c) Ijma (konsensus) 

Ijma adalah proses musyawarah untuk menentukan hukum 

yang cocok untuk kepentingan ummat. Para akademisi mufti, ahli 

fiqh, dan tingkat pemerintahan semuanya berkontribusi dalam 

diskusi ini. Jika banyak orang dalam musyarah tidak setuju dengan 

hasil keputusan mayoritas anggota musyawarah, maka akad 

tersebut dianggap batal dan tidak sah.
52

 

d) Qiyas 

Qiyas adalah metode logis yang digunakan untuk 

memecahkan masalah yang mempertimbangkan legalitas bentuk 

perilaku tertentu dengan menetapkan hubungan positif atau negatif 
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antara satu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lainnya dengan 

prinsip umum.
53

 Qiyas biasanya mengunkan dali-dalil Al-Qur`an 

maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang 

dihadapi.  

c. Kedudukan fiqih siyasah dalam pandangan hukum islam 

Sebelum membahas tentang kedudukan fiqh siyasah dalam 

sistematika hukum Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana 

pendistribusiannya dalam hukum Islam (fiqh) secara sistematis, sehingga 

posisi dan urgensi siyasah fiqh dalam konteks hukum Islam dapat lebih 

baik. dipahami. 

Secara umum hukum islam dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) fiqih ibadah (Hukum ibadat): hukum yang dapat mengatur hubungan 

manusia dngan Tuhannya. Seperti, shalat, zakat dan, haji. 

2) Fiqih mu`amalat (hukum muamalah). hukum yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia dalam masalah keduniaan secara 

umum. seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Jinayah 

(pidana) dan hukum perkawinan (munakahat).
54

 

Menutur Dr. Wahbah al-Zuhayli.
55

 keistimewaan hukum islam 

dibandingkan dengan hukum lainnya, yakni. 

1) Hubungan manusia dengan tuhannya 
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2) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

3) Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.
56

 

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Islam berlaku 

baik di bumi dan di akhirat, serta agama dan negara. Ini berlaku 

untuk seluruh umat manusia, dan tidak ada batasan waktu hingga 

Hari Pembalasan. Alhasil, aturan Islam, yang semuanya terkait 

dengan agama, ibadah, dan moralitas, dalam Muamalah, mampu 

menyelesaikan apa yang harus dilakukan dengan tetap mengingat 

tanggung jawab untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga, untuk 

menghormati hak asasi manusia, untuk merasa aman, gembira, dan 

untuk hidup tanpa akhir bagi seluruh planet dan kosmos. Juga, untuk 

menghormati hak seseorang, merasa aman, dan merasa puas.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode adalah tindakan tertentu (tahapan, pendekatan, atau tindakan) 

yang harus diselesaikan dalam urutan tertentu selama penelitian. Metodologi 

adalah seperangkat aturan dan pedoman untuk melaksanakan tugas. Metodologi 

mengandaikan jalur logis penelitian yang harus diikuti oleh peneliti untuk sampai 

pada hasil tertentu. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif  atau penelitian 

yuridis empiris dalam penelitian untuk tugas akhir ini. Hal ini menyiratkan 

bahwa informasi yang dikumpulkan tidak dalam bentuk statistik, melainkan 

berasal dari buku-buku, temuan penelitian sebelumnya, dan perspektif tokoh-

tokoh penting untuk subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan paradigma study kasusu karena untuk memahami fenomena secara 

keseluruhan harus terlebih dahulu memahami konteks dan melakukan analisis, 

distribusi, dan deskripsi yang holistik.
58

 

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) memperhatikan 

konteks dan situasi (concern of context), (2) berlatar alamiah (natural setting), 

(3)  manusia sebagai instrumen utama (human instrumen), (4) data bersifat 

deskriptif (descriptive data), (5) rencana penelitian muncul bersamaan dengan 

pengamatan (emergent designt), (6) analisis data secara induktif (inductive 
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analysis).
59

 Karena sumber data utamanya adalah data cerita deskriptif, maka 

peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk memudahkan 

proses penelitian. Akibatnya, teknik penelitian kualitatif adalah cara terbaik 

untuk digunakan untuk membantu peneliti selama proses penelitian. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris 

yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tententu yang 

terjadi dalam masyrakat.
60

 Selain itu, penulis menggunakan semacam 

penelitian kepustakaan (library research), artinya penelitian yang dilakukan 

dengan memanfaatkan kepustakaan (library), yang meliputi buku, catatan, dan 

laporan hasil penelitian peneliti sebelumnya.
61

 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris maka dari itu kami 

mengunakan pendekatan hukum yang artinya disini dalam melakukan proses 

penelitian atau dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum ( yang merupakan data sekunder ) dengan 

data primer yang di peroleh di lapangan mengenai penelitian peran tokoh 

masyarakat dalam pemekaran desa.
62
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
63

 Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk menghasilkan 

data yang akurat harus memenuhi tiga komponen berikut:
64

 

1. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial yang sedang 

berlangsung. 

2. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang menjalankan peran tertentu. 

3. Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung. 

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan dalam hal obyek yang akan di teliti atau di peroleh 

orang yang hadir pada waktu kejadian.
65

 Dengan melakukan wawancara 

dengan tokoh masyarakat setempat di Desa Lubawang, Kecamatan 

Banyuglugur, Kbupaten Situbondo, data primer dikumpulkan dari tokoh 

masyarakat setempat. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini dapat dipandang sebagai sumber 

informasi tekstual. Terlepas dari kenyataan bahwa sumber data ini tidak 
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tergantung pada kata-kata dan tindakan sumber kedua, tampaknya sumber 

data sekunder ini tidak dapat diabaikan.
66

 Peneliti juga menggunakan 

bahan-bahan pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber kepustakaan yang 

mencakup pokok bahasan penelitian ini, seperti buku-buku teknik 

penelitian dan novel kontemporer, untuk memperdalam dan memperluas 

perdebatan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 

berbagai pendekatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi 

yang dikumpulkan terkait dengan judul penelitian. Berikut ini adalah metode 

pengumpulan datanya. 

1. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah 

yang melibatkan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tertulis, 

melakukan wawancara tatap muka dengan sumber, dan merekam 

tanggapan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pengunmpulan data wawancara tidak bestukrur atau hanya dalam garis 

besar saja dari beberapa permasaahan yang akan di tanyakan seperti : 

a. Bagaimana pelaksaan proses pemekaran desa desa 

b. Tahapan-tahapan apa saja yang di lakukan dalam pelaksaan pemekaran 

Desa 
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c. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam pelaksaan pemekaran Desa 

2. Metode observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
67

 Pendekatan ini digunakan 

untuk memperoleh data yang dikumpulkan secara langsung atau tidak 

langsung pada item yang diperiksa. Penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan sumber pustaka tambahan, memastikan bahwa data yang 

dihasilkan selama proses observasi adalah data yang benar dari penelitian 

sebelumnya. 

Pendekatan yang paling efisien untuk menggunakan teknik 

observasi adalah dengan mengisinya menggunakan format observasi atau 

blanko sebagai instrumen. Format rakitan mencakup informasi tentang 

peristiwa atau perilaku yang diharapkan terjadi.
68

 

Observasi bertujuan untuk menjelaskan lingkungan yang dipelajari, 

aktivitas yang terjadi, individu yang berpartisipasi dalam aktivitas, 

signifikansi dari peristiwa yang disaksikan, dan sudut pandang mereka 

yang terlibat dalam peristiwa yang diamati.
69

 Sedangkan tujuan pokok dari 

observasi adalah mengadakan pengukuran terhadap variabel.
70

 Seperti 

yang peneliti lakukan : 

a. Yang saya amati dalam kegiatan observasi ini yakni berkaitan dengan 

denah Desa baru dari hasil pemekran Desa. 
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b. Mengobservasi terkait jumlah penduduk Desa. 

c. Mengobservasi terkait tingkat jumlah pendidikan yang ada di Desa 

Lubawang. 

d. Mengobservasi terkait mata pencarian. 

e. Mengobservasi terkait sarana dan prasarana kesehatan, dan 

f. Mengobservasi terkait sarana dan prasarana pendidikan. 

3. Metode dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai  segala yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya.
71

 

Karena peristiwa dari suatu proses dapat diungkapkan secara 

eksperimental dan selanjutnya digunakan sebagai bukti yang lebih kuat, 

teknik dokumentasi ini memiliki tingkat akurasi dan kebenaran yang 

tinggi. Dokumentasi berasal dari dokumen pemerintah dan catatan pribadi 

sebagai sumber data. Surat pribadi, buku harian, dan biografi adalah 

contoh surat pribadi. Dokumen internal dapat berupa majalah, surat kabar, 

buletin, dan bentuk media massa lainnya. Sementara dokumen resmi 

dibagi menjadi dua bagian, dokumen internal dan eksternal, dokumen 

internal dapat berupa majalah, surat kabar, buletin, dan bentuk media 

massa lainnya.
72
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Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebegai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan.
73

 

Dalam penelitian ini, data dengan metode dokumentasi berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 

Adapun data yang inginn diperoleh penelitian ini  dalam metode ini 

yaitu : 

a. Latar belakang berdirinya Desa Lubawang 

b. kegiatan Desa Lubawang 

c. jumlah penduduk 

d. jumlah tingkat pendidikan 

e. sarana dan parasarana kesehatan dan pendidikan. 

D. Analisis Data 

Analisis data, menurut Bogdan Taylor, adalah suatu proses yang 

bertujuan untuk secara eksplisit menemukan pola dan mengkonstruksi ide-ide 

seperti yang ditunjukkan oleh data, serta menawarkan dukungan untuk tema 

dan ide tersebut. 

Analisis data ini memberikan garis besar tentang bagaimana peneliti 

akan menangani tugas pemrosesan data seperti pelacakan data, penyiapan, dan 

klasifikasi.
74

 

Dalam penelitian ini penulis dan sekaligus sebagai peneliti memberikan 

tahapan kegiatan analisis data meliputi aspek-aspek berikut: 
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 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 217. 
74

 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 47. 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan selama proses 

observasi penelitian, sangat penting untuk mencatatnya dengan cermat. 

Meringkas, memilih hal yang paling signifikan, memfokuskan pada 

sesuatu yang dianggap vital, mencari tema dan pola, dan menghilangkan 

yang tidak relevan merupakan contoh reduksi data.
75

  

Pada tahap penelitian, mereduksi atau menyusun data merupakan 

tugas yang krusial. Tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting. 

Pengumpulan data, yaitu pengumpulan variabel-variabel yang sesuai, 

harus dilakukan secara hati-hati agar mendapatkan hasil yang layak 

pakai.
76

 

Pada titik ini, penulis mencatat informasi yang dikumpulkan dalam 

bentuk catatan naratif, merangkum informasi, menafsirkan informasi, dan 

memilih informasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data tersebut kemudian ditampilkan atau disajikan dalam bentuk 

teks deskriptif naratif setelah direduksi. Informasi yang diberikan 

dievaluasi dan diatur dalam urutan logis untuk menjelaskan dan menjawab 

pertanyaan penelitian kunci. Data dapat disusun dan ditampilkan dalam 

pola hubungan logis melalui penyajian data, sehingga hasilnya lebih 

mudah dipahami. 
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Penulis dalam contoh ini menunjukkan hasil reduksi data 

menggunakan sumber data terkini. Untuk pemahaman sederhana, telah 

penulissajikan sedetail mungkin. 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data atau pembentukan kesimpulan merupakan tahap 

terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Dalam pendekatan ini, 

peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan bukti sebelumnya, 

yang selanjutnya akan diuji dengan peristiwa yang terjadi. Jika kesimpulan 

sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti yang valid dan konsisten 

saat melakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kredibel. Tahapan terakhir ini dapat juga disebut sebagai inti 

temuan secara eksplisit. 

E. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realibilitas) dan confirmability (objektivitas).
77

 

1. Keabsahan Data Secara Internal 

Ada banyak tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan validitas 

data yang sempurna, antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih 

menyeluruh dan berkelanjutan. Peneliti dapat mengecek kembali 

apakah data yang telah ditentukan benar atau tidak dengan 
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 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T 
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meningkatkan ketekunan. Peneliti, misalnya, membaca ulang berbagai 

buku referensi, temuan penelitian, dan materi yang berkaitan dengan 

topik yang sedang dibahas.
78

 

b. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas, menurut Wiliam 

Wiersma, digambarkan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan pada berbagai periode.
79

 

c. Analisis kasus negatif. Ini adalah contoh situasi yang bertentangan 

dengan temuan penelitian pada titik waktu tertentu. Peneliti mencari 

bukti yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang telah 

ditemukan. Jika tidak ada data yang bertentangan atau berbeda dari 

kesimpulan, maka data tersebut dapat dipercaya. 

d. Yang ditunjukkan oleh bahan referensi dalam konteks ini adalah 

tersedianya pendukung untuk mendukung fakta-fakta yang ditemukan 

peneliti. 

2. Keabsahan Data Secara Eksternal 

Dalam penelitian kualitatif yang memenuhi syarat ilmiah, diperlukan 

validitas eksternal. 

a. Pengujian dependibility 

Audit seluruh proses penelitian digunakan untuk melakukan uji 

ketergantungan. Auditor, atau supervisor yang tidak memihak, 
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menggunakan pendekatan ini untuk memeriksa semua aktivitas peneliti 

saat melakukan studi.
80

 

b. Pengujian Konfirmability 

Ketika penelitian memenuhi persyaratan konfirmasi, itu 

menunjukkan bahwa hasil penelitian diuji bersama dengan proses yang 

digunakan.
81

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada 

menceritakan sebuah cerita secara rinci. Penelitian penulis adalah studi 

pustaka, artinya data yang diteliti sebagian besar berasal dari buku, proyek 

penelitian sebelumnya, dan jurnal deskriptif. Akibatnya, hanya ada tiga 

langkah dalam penelitian ini: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.
82
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Gambaran obyek penelitian data yaitu gambaran yang merupakan 

tentang keberadaan dan kondisi atau suatu keadaan dari obyek yang erat 

kaitannya dengan suatu penelitian. 

 

1. Letak Geografis 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo tepatnya 47 km dari pusat 

pemerintahan Situbondo. Desa Lubawang berbatasan langsung dengan 

Desa Besuki sebelah utara, Desa Curah Suri sebelah selatan, Desa Bloro 

sebelah Timur dan, Desa Seletreng untuk sebelah Barat.
83

  

Adapun luas wilayah Desa Lubawang yakni 13,83. Dari luas 

wilayah tersebut terbagai beberapa pemukiman, persawahan, perkebunan 
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dan lain sebagaiannya.  Desa Lubawang berdasarkan Topografisnya 

merupakan Desa dengan dataran tinggi. Keadaan suhu rata-rata berkisar 

30-35C. adapun curah hujan 300 mm maka dengan begitu tekstur tanah di 

Desa Lubawang cukup subur dan cukup air.
84

 

2. Sejarah Desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur adalah salah satu Kecamatan yang berada 

paling barat dari Kabupaten Situbondo. Yang terdiri dari 17 kecamatan 

dan 4 kelurahan. yang mana kabupaten ini berbatasan langsung dengan 

Selat Bali sebalah timur, Probolinggo sebelah barat, Bondowoso dan, 

Banyuangi sebelah selatan dan, dipisahkan oleh Selat Madura bagian 

utara. Kabupaten situbondo termasuk dalam kabupaten tapal kuda. Dengan 

letaknya yang startegis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, 

kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan 

penarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari jalan raya aps Anyer 

Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Deadels pada masa era 

Kolonial Belanda. 

Desa Lubawang adalah desa yang berada di pojok bagian sebelah 

barat laut dari Desa kalianget. Desa Lubawang ini merupakan Desa hasil 

pemekaran Dari Desa Kalianget. Yang mana Desa Lubawang ini tepat 

Berada di bawah perbukitan, yang mayoritas para penduduknya 

beraktifitas sebagai petani, pedagang dan lain-lain. Desa Lubawang 

sebelumnya merupakan salah satu Dusun yang bernama Dusun Tambang 
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Mas yang artinya (tempat penambangan tembakau). Namun setelah adanya 

pemekaran Desa maka dusun tambang mas ini di ganti Nama menjadi 

Desa Lubawang, nama Desa Lubawang ini menurut penuturan Bapak Aril 

sebagai Sekretari Desa pemberian Nama Lubawang tidak ada asal usul 

zama dahulu, namun hanya keinginan yang mulia dari masyarakat 

Lubawang saja, yang mana Penduduk lubawang ini telah mencapi 3000 

penduduk kurang lebih, yang terdiri dari, Mahasiswa, Siswa, Guru, 

perawat, dan lain sebagainnya. 

3. Demografis Desa Lubawang 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk pada Desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 3.166 penduduk dengan 

kepadatan 229. 

b. Tingkat Pendidikan Desa Lubawang 

Pendidikan merupan salah satu hal paling mendasar bagi 

kalangan masyarakat untuk perkembangan kehidupan guna 

membenahi diri pada hal yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dilihat 

dari jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur, baik yang belum sekaloah atau yang tidak 

tamat SD, tamatan sekolah menengah pertama hingga perguruan 

tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Tingkat pendiudikan Desa Lubawang 

Tingakta Pendidikan Jumlah 

Tamatan SD atau sederajat 920 

Tamatan SMP arau sederajat 780 

Tamatan SMA atau sederajat 409 

Tamatan S1 atau sederajat 292 

Buta huruf 683 

Sumber: kantor Desa Lubawang 2021 

c. Mata Pencarian Penduduk Desa Lubawang 

Jika dilihat dari keadaan Desa Lubawang maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Lubawang memiliki beragam 

pekerjaan. Mulai dari yang bekerja sebagai petani, dan lain sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Mata npencarian penduduk Desa Lubawang 

Jenis pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1. Petani 997 781 

2. Buruh tani 491 463 

3. Peternak 413 192 

4. Wirasuasta 90 74 

Sumber: kantor Desa Lubawang 2021 

Berdasarkan tabel diatas tampak mayoritas bermata pencarian 

keluarga Desa Lubawang adalah sebagai petani. 

d. Sarana Prasarana Kesehatan di Desa Lubawang Kecamatan 

Banyuglugur 

Sarana dan prasaran kesehatan Desa Lubawang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Sarana dan prasaran kesehatan Desa Lubawang 

Prasarana Jumlah Keadaan 

Puskesmas/postu 1 Aktif 

Posyandu 4 Aktif 

Sumber: kantor Desa Lubawang 2021 

e. Sarana Prasarana Pendidikan Desa Lubawang 

Sarana dan prasaran pendidikan Desa Lubawang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Sarana dan prasaran pendidiksn Desa Lubawang 

Prasarana Jumlah Keadaan 

TK 1 Aktif 

MI 1 Aktif 

SD 2 Aktif 

SMP 1 Aktif 

 

B. Penyajian dan Analisia Data 

Unuk mengtahui bagaimana proses pemekaran Desa di Desa 

Lubawang, peneliti berusaha untuk mencari informasi dengan bertanya atau 

mewawancarai beberapa informan, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 

proses pemekaran Desa terjadi.  

1. Proses Pemekaran Desa di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur 

Proses pemekaran Desa adalah bentuk pemisahan dari suatu Desa 

induk menjadi Desa mandiri atau membentuk pemerintahan sendiri dari 

pemerintahan sebelumnya. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 

pada BAB IV hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa di dalam 

pasal 67 mengakatan bahwa Desa berkewajiban: 
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a. untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta 

kerukunan masyrakat Desa dalam rangka kerukunan nasional 

dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

b. menyampaikan bahwa Desa berkewajiban untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyrakat Desa. 

c. mengembangkan kehidupan Demokrasi. 

d. mengembangkan pemberdayaan masyrakat Desa dan. 

e. memberikan dan meningkatakan pelayanan masyarakat Desa.
85

 

 

Untuk melaksanakan pemekaran Desa tersebut diperlukan adanya  

pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum masyrakat 

yang mewakili warga Desa sebagai pelaksana keputusan pemekaran. 

Keputusan yang diambil dari tingkat Desa pada umumnya merupakan 

tindak lanjud dari keputusan pemerintahan pusat dalam 

mengkoordinasikan dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut. Dari 

setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya 

sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk di ambil. 

Sahnya suatu keputusan sangat tergantung pada mereka yang 

berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang 

memprakarsai dan siapa yang terlibat didalam proses pengabilan 

keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.  

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat bahwa peneliti 

menemukan data sebagai berikut: 

``Bapak Ahmad Juanidi selaku kepala Desa di Dsa Lubawang 

mengatakan, untuk diadakanya pemekaran ini pertama kita 

melakukan sosialisasi yang signifikan untuk memberikan 

pemahaman pada masyarakat sekitar kiranya apa fungsi 

pemekaran, dengan sosialisasi ini bisa membantu penduduk Desa 

agar tidak salah dalam memahami dan memeberikan tanggapan 

dalam pandangan, maka dengan itu kita bisa menemukan 
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keselarasan. dalam proses pemekaran tidak bisa dianggap biasa-

biasa saja sebab ini dapat mengakibatkan dampak buruk jika tidak 

dilaksanakan dengan baik dan benar, ini urusan desa dan 

kehidupan bersama.``
86

 

 

Terkait pemekaran Bapak aril sebagai sekretaris Desa Lubawang 

juga memberikan tanggapan : 

``Beliau mengkatakan hal yang di lakukan partama kali sebelum di 

Lakukannya pemekaran yaitu mendata penduduk Desa, kedua kami 

melakukan pengecekan pada batas Desa dengan para sesepuh desa 

karena beliau adalah orang yang paling tau mengnai desa 

Lubawang ini, serta memusyawarahkan apa hasil yang telah kami 

dapatkan untuk meminta pendapat untuk mengajuan pemekaran 

ini, di dalam rapat tersebut tidak hanya kami yang terlibat, akan 

tetapi kami juga menundang para sesepuh, tokoh masyarakat, 

pmuda dan, tokoh agama yang ada di Desa Lubawang .``
87

 

 

Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan, perlu melibatkan tokoh masyarakat 

di daerah pemekaran, baik dalam meminta pandangan maupun dalam 

meminta pendapat. sebagai orang yang mengetahui batas wilayah desa. 

Karena kesenjangan desa dan ketertinggalan infrastruktur di Desa 

Lubawang ini, perencanaan Meneganai untuk pembangunan desa sangat 

membantu. 

Sebagai unit organisasi terkecil dalam sistem tatanan pemerintahan 

negara kesatuan republik Indonesia dimana berhadapan langsung dengan 

masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam 

pelaksanaan tugas diperbagai bidang pelayanan. Maka desa diberikan 
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wewenang atas peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan diserahkan kepada desa.
88

 

Terjadinya pemekaran desa tidak lepas dari Undang-Undang Desa 

yang mengaturnya, yang menyebutkan harus ada musyawarah antara desa 

dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat setempat untuk 

memperoleh keputusan dan hasil dalam masyarakat setempat guna 

mencapai keuntungan bersama. Jadi, sebelum desa tumbuh, rapat desa 

harus diadakan di mana tokoh masyarakat harus berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan perencanaan terkait dengan kesenjangan yang 

diidentifikasi oleh masyarakat dan mendukung sepenuhnya rencana 

tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan 

desa yang lebih efisien dan efektif. 

Selain itu proses pemekaran ini juga di lakukan sosialisasi terlebih 

dahulu sebelum melangkah lebih jauh untuk menghindari kesalah 

pahaman. Dan hasil yang di dapat nanti akan di sampaikan pada 

pertemuan yang akan di selenggarakan pada kantor Desa Lubawang. 

Karena untuk menjadi suatu Negara yang bersih maka diperlukan suatu 

Negara yang baik atau layak terlebih dahulu. Asas-asas umum 

pemerintahan yang layak merupakan etik yang hidup dan berkmbang 

dalam lingkungan. Sebagai contoh bagi masyarakat, maka dari itu sebelum 
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membuat keputusan alangkah lebih baiknya kita memberikan contoh yang 

baik terlebih dahulu.
89

 

``Bapak Sakir menagatakan. saya dilibatkan dalam pemekaran ini, 

pada rapat Desa. beliau juga dimintai pendapat terkait pemekran ini 

dalam rapat tersebut membahas mengenai data penduduk, data 

batas Desa, dan potensi yang ada di Desa kami .``
90

 

 

Kebutuhan pemerintahan desa harus dilandasi atas keinginan dan 

penerimaan masyarakat setempat, dan perangkat desa harus memantau 

rencana pembentukan Desa dengan melakukan kajian Desa. Jadi, dalam 

memutuskan pembagian yang akan dilakukan di desa, aparat desa harus 

melibatkan kepala adat atau kepala desa setempat. Biasanya ada orang-

orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan atau tempat meminta 

saran dan masukan dari anggota masyarakat lainnya mengenai hal-hal 

tertentu, yang biasa disebut sebagai tokoh masyarakat, dan mereka 

seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

bertindak. cara-cara tertentu, seperti yang telah ia sarankan sebelumnya. 

Pembuatan opsi ini dalam proses pelaksanaan pemekaran 

memerlukan keputusan yang dapat diakomodir dalam forum masyarakat 

yang mewakili warga desa sebagai pelaksana keputusan pemekaran. 

Pilihan desa biasanya merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah 

pusat dalam hal mengkoordinir dan menyebarluaskan hasil keputusan 

tersebut. 
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Setiap pilihan harus didahului dengan prosedur yang telah diikuti, 

sehingga pada akhirnya, keputusan dibuat. Legitimasi suatu keputusan 

sangat bergantung pada individu yang mengambil bagian dalam proses 

pengambilan keputusan masyarakat, yang mencakup komponen 

kekuasaan. 

``setelah melakukan rapat Desa kami menyusun hasil dari apa yang 

telah kami bicarakan terkait pemekaran, dari hasil data penduduk, 

data batas Desa, dan potensi yang kami miliki, karena data yang 

kami dapat sudah di rasa cukup dan sudah sesui dengan 

persetujuan dari masyarakat Desa, maka kami seera mengajukan 

pada pihak aparat pemerintahan akni Bupati Situbondo.
91

 

 

Tujuan pembentukan adalah untuk meningkatkan keadilan dan 

pertumbuhan di wilayah tertentu. Selain diberikan kewenangan untuk 

mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, pemekaran daerah juga dapat memberikan peluang 

dan pembentukan daerah otonom sendiri, asalkan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang 

mengizinkannya, yang terbagi atas daerah-daerah provinsi dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Nama, cakupan wilayah, batas-batas 

ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemilihan 

pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pemindahan 

personel, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen, serta perangkat daerah 

setempat merupakan bagian dari pembentukan daerah. 

``setelah beberapa minggu kami menunggu harapan-harapan dan 

cita-cita masyarakat Desa kini di buahi kebahagiaan dan kesiapan 

untuk menjadi Desa mandiri, artinya pengajuan yang kami 
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serahkan setelah dilakukan observasi dari pihak Kabupaten 

ternyata kami di terima untuk menjadi Desa yang akan memiliki 

pemerintahan Sendiri Dari Daerah sebelumnya.``
92

 

 

Setelah semua yang kami harapakan dari Dulu Kini menjadi 

sebuah kenyataan bukan lagi mimpi. Berkat kerjasama  masyarakat dan 

para aparatur Desa Lubawang. 

``Dampak dari pemekaran Desa Lubawang untuk masyarakat Desa 

Lubawang yaitu yang pertama, untuk mendata ulang masyarakat 

desa karena setalah diadakannya pemekaran maka secara otomatis 

diperlukannya pendataan untuk mengetahui KK yang sebelumnya 

ada di Desa Kalianget dengan Desa Lubawang ini, kedua untuk 

mengetahui batasan-batasan desa guna menghindari kerasahan 

masyarakat agar tidak kebingungan dalam hal megurus 

administrasi, seperti hak milik tanah, hal ini harus dilakukan secara 

signivikan. Dengan demikian maka akan membawa perubahan 

yang positif karena masyarakat telah merespon dengan baik dengan 

kinerja dan adanya pemekaran, selain itu hal yang sangat wajib 

untuk di lakukan yakni mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 

agar masyarakat tau dan tidak ketingglan informasi. Kami sebagai 

aparat desa akan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada msyarakat.``
93

 

 

Dari penuturan beberapa informan di atas maka dapat di 

simpulkan, untuk mengadakan desa mandiri atau bisa disebut juga sebagai 

pemisahan desa dari desa induk perlu memerhatikan beberapa kategori 

yakni seperti SDA, SDM, dan lain sebagainya guna memeperlancar 

jalannya proses pemekaran desa karena ketika semua sudah stabil dan 

pantas untuk di adakannya desa mandiri maka boleh-boleh saja, untuk 

kemakmuran dan kesahteraan bersama dalam desa Lubawang  sendiri 

tentunya. 
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2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemekaran Desa di Desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

Tokoh masyarakat berperan dalam membina dan mengendalikan 

sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan 

adat termasuk juga disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan 

pemekaran desa. Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat 

dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat.  

Peran tokoh masyarakat diatur dalam Peraturan Dalam Negri 

Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembenukan Lembaga Muasyawarah Desa 

terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : 

ii. lembaga musyawarah desa dalam susunan organisasi 

pemerintahan Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/ 

pemufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa. 

iii. lembaga musyawarah Desa mempunyai tugas untuk 

menyalurkan pendapat masyarakat diDesa dengan 

memusyawarahkan setiap rencana yang diajukanoleh kepla Desa 

sebelum ditetapkan jadi keputusan desa.
94

 

Membahas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem 

pemerintahan dilibatkannya para sesepuh yang ada didalam wilayah 

pemekaran tersebut, bak dalam meminta pandangan ataupun dalam minta 

pendapat sebagai orzng yang tau tentang tanah ulayat dan batas wilayah 

Desa. Terkait dengan rencana pemekaran desa mendukung sepenuhnya 
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karena melihat adanya kesenjangan yang dirasakan masyarakat terkait 

dengan dana desa yang diberikan desa induknya serta tertinggalnya 

pembangunan infrastruktur di Desa Lubawang ini.
95

 

Pemekaran desa seharusnya terjadi apabila prosedur dan tata cara 

pemekaran dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah 

mengaturnya, yang mengatakan harus dilaksanakan musyawarah antara 

kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat 

setempat untuk mengambil keputusan didalam  masyarakat setempat demi 

tercapainya kesejahteraan bersama. Sebelum adanya pemekaran desa 

dilakukan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat sendiri 

dalam perencana pengambilan keputusan terkait dengan kesenjangan yang 

dirasakan oleh masyarakat serta mendukung sepenuhnya dengan rencana 

itu agar masyarakat bisa merasakan pelayanan desa yang lebih baik.
96

 

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan 

administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif 

untuk desa adanya persetujuan persyaratan administratif didasarkan atas 

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh 

Pemerintahan Desa dengan melakukan kajian Desa terhadap rencana 

pembentukan Desa. Di sinilah seharusnya perangkat Desa melibatkanpara 

sesepuh (batin) sebagai orang yang banyak tau tentang Desa, perihal 

berkaitan dengan akan di mekarkannya suatu Desa.  
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Di dalam tokoh masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang 

menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat 

yang lainnya mengenai urusan-urusan tertentu itulah yang biasanya 

disebut istilah tokoh masyarakat, mereka seringkali memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. 

Menurut bapak Razak sebagai tokoh agama di Desa Lubawang 

terkait dengan pemekaran desa bahwa beliau dilibatkan untuk 

dimintai keputusan dalam musyawarah terkait dengan pengambilan 

keputusan desa untuk melakukan pemekaran dengan pertimbangan 

kemaslatah masyarakat. Beliau juga mendukung dengan adanya 

keputusan untuk memekarkan desa Lubawang ini, karena 

masyarakat di desa Lubawang mereka ini jauh sekali dari kata 

sejahtera. Terkait dengan dana desa mereka hanya mendapatkan 

seperempat dari desa induk dan infrastruktur yang sangat tidak 

diperdulikan oleh desa induk. Inilah gagasan yang membuat para 

tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pemekaran desa 

Lubwawang.
97

 

 

Untuk melaksanakan pemekaran tersebut diperlukan adanya 

pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum masyarakat 

yang mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pemekaran. 

Keputusan yang di hasilkan di tingkat desa pada umumnya merupakan 

tindak lanjut dari keputusan pemerintahan pusat dalam 

mengakomodasikan dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut. 

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang 

akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk 

diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang 
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memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam  proses pengambilan  

keputusan  masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan. 

Menurut Bapak Afif selaku tokoh  pemuda di Desa Lubawang,  

Peran  tokoh  masyarakat ini memegang peran sangat penting 

dalam proses pemekaran desa, menampung aspirasi masyarakat 

yaitu menangani dan menyalurkan  aspirasi  yang diterima dari 

masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Beliau 

dilibatkan terkait dengan masalah pemekaran desa dikarenakan 

kesenjangan yang dirasakan masyarakat setempat oleh desa 

induknya. Mendukung sepenuhnya dengan rencana pemekaran 

desa karena dengan pemekaran ini kemungkinan bisa memberikan 

pelayanan yang baik untuk masyarakat setempat, baik dari segi 

ekonomi, sosial, prasarana maupun infrastruktur di desa 

Luabawang ini. Mereka dapat mempercepat proses difusi tetapi 

bisa pula mereka yang menghalangi dan menghancurkannya. 

Karena itu tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam  proses 

musyawarah  pemekran desa. Tetetapi jika kepala desa tidak hati-

hati dan terbentur dengan tokoh masyarakat, maka ia harus siap-

siap menerima kegagalan atau setidaknya mendapatkan kesulitan 

dalam menjalankan tugas.
98

 

 

Menurut Bapak Rit selaku tokoh adat mengatakan bahwa 

pemekaran desa dulunya terjadi karena danya kesenjangan dana 

desa dari desa induk dan terabainya pembangunan infrastruktur di 

Lubawang. Beliau dilibatkan bermusyawarah dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan pemekaran Desa Lubawang. Serta 

mendukung sepenuhnya perencanaan terkait dengan pemekaran 

desa dengan melihat keadaan masyarakat yang sangat tidak 

mendapatakan pelayanan yang baik.
99

 

 

Pembentukan Daerah pada Dasarnya dimaksudkan untuk 

memepercepat pembangunan serta pemerataan pmbangunan suatau 

Daerah, sesui dengan UU yang memperbolehkan yakni daerah dapat 

dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas 

Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan 

daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, wilayah, batas 
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ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan 

pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan 

kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah. 

Wawancara dengan bapak Rit selaku tokoh sesepuh bahwa benar 

sebelum diadakan pemekaran desa para pemikir pemekaran desa 

ini melakukan musyawarah baik dengan tokoh masyarakat maupun  

masyarakat itu sendiri serta para sesepuh pekon untuk mengambil 

keputusan demi terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan 

bersama. Mendukung sepenuhnya terkait dengan perencanaan 

pemekaran desa supaya pembangunan dan pelayanan masyarakat 

lebih baik seperti pada desa yang lainnya. 

 

Berkaitan dengan adanya pemekaran desa tokoh masyarakat 

menggerakkan masyarakat untuk  berpartisipasi dan bergotong royong 

dalam memenuhi syaratsyarat pemekaran desa dalam penyelenggaraan 

pemekaran, bahkan  masyarakat setempat mau sokongan dana dalam  

proses pemekaran ini, baik dalam pembuatan  plang  jalan dan akses jalan 

sementara dalam waktu pemekaran pekon ini. Serta berperan lansung 

dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemekaran desa dan 

mendukung sepenuhnya terhadap keputusan ini guna untuk kepentingan 

bersama dan mewujudkan pelayanan agar lebih baik. 

3. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Tokoh Masyarakat Dalam 

Pemekaran Desa di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur 

Kabupaten Situbondo 

Tokoh masyarakat tentunya sangat penting sebagai organisasi yang 

dapat diperlukan sebagai pemenuhan suatu kebutuhan serta kepentingan 

bagi masyarakat guna peningkatan kinerja yang tentunya harus sesui 

dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol tokoh masyarakat adalah 

seseorang yang sebab kedudukan sosialnya dapat menerima kehormatan 

lebih dari masyarakat dan pemerintah. 

Bapak Dafit menegaskan mengenai pemekaran dalam 

pemerintahan Desa bahwa yang memiliki peran banyak dalam ham ini 

yakni tokoh masyarakat. 

``Bapak Dafit mengatakan tugas utama dari tokoh masyarakat tiada 

lain adalah bagaimana caranya agar dapat menciptakan suatu 

kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik 

dan layak, sehingga dari sanalah mungkin dapat membawa 

masyarakat bisa hidup dengan tenang dan tentram dalam 

menjalanka aktifitas keseharian serta merasakan keadilan.``
100

 

 

Tokoh masyarat selain itu juga di tuntut untuk bisa lebih 

memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan dari warganya 

yang tediri dari berbagai macam lapisan dalam kehidupan serta 

berkebutuhan. Artinya disini dapat ditarik benang merah bahwa 

pemerintah di dalam pemepintahannya tidak hanya membuat sebuah 

peraturan saja akan tetapi sudah menjalankan tugasnya dengan aturan yang 

sudah di buat atau masih kurang stabil sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat serta kondosi yang masyarakat alami, seperti dalam pandangan 

islam atau menurut persepektif  fiqih siyasah disana juga dijelskan bahwa  

tokoh masyarakat sama dengan Ahl Al Halli Wal al-`Aqdi yang diartikan 

lembaga keadilan yang berguna untuk menampung aspirasi-aspirasi 

masyarakat, tidak hanya itu akan tetapi tokoh masyarakat juga wajib 

menyalurkan apa yang telah ia tampung dan dapatkan. 
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Didalam fiqih siyasah peran tokoh masyarakat disebut denagn Ahl 

Al Halli Wal al-`Aqdi yang mana artinya disana merupakan suatu lembaga 

tokoh masyarakat yang berisi berbagai macam latar belakang yang diberi 

kewenangan untuk menyalurkan hati nurani yang disampaikan oleh 

masyarakat. Dalam surat Ali-Imron Ayat 104: 

                           

             

 

Artinya: `` dan hendaklah ada segolongan di anatara kamu umat yang 

menyerukan kepada kebajikan, muyuruh kepada yang ma`ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung``(Qs. Ali-Imron:104).  

 

Dari surat diatas telah dijelaskan bahwa hendaklah segolongan atau 

sekelompok kalian yang seenantiasa mendirikan kewajiban untuk 

berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang pada kemunkaran. 

Artinya dengan mengerjakan atau memeberi nasihat baik secara lisan 

maupun tangan, karena ketika menyuruh pada kebaikan dan menjauhi 

kemunkaran itu termasuk pada farduh kifayah, yang dikhususkan bagi 

pemillik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajirinya dan apa yang 

dilarangnya sesui dengan yang ada di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, 

dan itu termasuk salah satu kewajiban yang paling mulia dalam syariat 

islam dan merupakan asas-asas penting dalam syraiat, maka ketika ada 

yang melenceng dari syariat yang telah di tentukan bersiap-siaplah untuk 

menerima kebodohaan, tentang agama atau hannya sekedar mengikuti 
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hawa nafsunya, atau mugkin ia lalai dalam menjalankan kewajiban, 

bahkan jika mungkin sampai menzholimi sesama mereka. Maka dari 

sanalah jika tidak ada yang membantu memeberi petunjuk atau jalan yang 

lebi baik dari jalan yang telah menyesatkannya dan zholim maka semua itu 

akan semakin banyak dan berkembang hingga agama akan dilupakannya 

dan batasan-batasan akan ikut berubah. Oleh karena itu tidak hanya 

pemimpin dan orang-orang yeng memiliki jabatan dari suatu 

pemerintahan, akan tetapi orang yang berilmu dan masyarakat 

memepunyai ilmu yang tinggi boleh-boleh saja memberikan petunjuk dan 

arahan kepada siapa saja. Oleh karenaya peran tokoh masyrakat sangat 

penting dalam sistem pemerintahan Desa, dengan peran tokoh masyarakat 

maka aspirasi dari masyarakat akan tersalurkan. Peran tokoh masyarakat 

ini terlihat dari beberapa kegiatan dalam Desa Lubawang seperti kegiatan 

gotong royong, pengajian, serta kegiatan lainnya.  

C. Pembahasan Temuan 

Dalam suatu proses pembentukan Desa atau yang di sebut dengan 

pemekaran Desa tentunya tidak dapat lepas dari penerlibatan beberapa warga 

Desa setempat yang di dalamnya terdapat warga yang berperan sbagai tokoh 

masyarakat yang bisa dikatakan orang paling banyak tau menganai keadaan 

lingkungan Desa, tokoh masyarakat ini memiliki peran yang banyak dalam 

proses pemekarang untuk di mintai keterang dan penjelasan mengenai keadaan 

Desa. Maka dari sana peran tokoh masyarakat dalam Desa sangat penting 

selain itu juga tentunya masyarakat sekitar juga wajib diikut andilkan agar 
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tidak terjadi kesaalah pahaman. Hal demikianlah yang dapat memudahkan dan 

memebantu jalannya proses pemekaran ini dengan baik dan lancar sesui 

dengan harapan dan cita-cita bersama. 

Berdasarkan dari hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis 

yang di lakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah di rumuskan, maka 

kemudian berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan 

dengan teori-teori yang dijalandasan oleh peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

1. Proses Pemekaran Desa di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur 

Dari hasil peniliti lakukan bahwa dalam proses mekaran Desa 

Lubawang hal yang dilakukan yakni pertama kali adalah pendataan 

penduduk serta pendetaan batas-batas Desa yang ada di Desa Lubawang 

serta melihat potensi yang di miliki. Dalam melangsung kegiatan tersebut 

tidak hanya aparatur Desa saja yang teerlibat akan tetapi tmasyarakat dan 

tokoh masyarakat di libatkan karena merekalah yang paling banyak tau 

memganai Desa Lubawang. 

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 BAB IX ``Pembangunan 

Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan``. 

Ayat (2) pembangunan Desa meliput tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan, pengawasan 

Ayat (3) ``pembangunan Desa sebagaimana yang di maksud pada 

ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 
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kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utama perdamaian dan 

keadailan sosia``. 

Jadi disini dalam suatu proses pembangunan Desa hal yang paling 

mendasar untuk berjalanya suatu keinginan dan cita-cita maka hal yang 

harus dilakukan yaitu memanfaatkan potensi yang ada di Desa seperti 

potensi ekonomi lokal, serta sumber daya alam likungan yang ada. Kedua 

dalam hal ini harus adanya suatu penyusan perencanaan agar dapat di 

laksanan dengan tertata dan teratur untuk menghindari dari salah paham 

dalam kegiatan yang akan dilangsungkan.  

Paragraf 1 ``perencaan`` pasal 79 ayat (1) ``pemerintah Desa 

menyusun perencanaan pembanguan Desa sesui dengan kewenangannya 

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota``.
101

 

Pasal 80 ayat (1) ``perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 79 diselengarakan dengan mengikutseratkan 

masyarakat Desa``. 

Selain itu setelah melakukan berbaga macam prndataan hal yang 

dilakukan untuk yang senjudnya adalah memusyawarahkan dari hasil 

pendataan sera meminta pendapat atau masukan dari para maasyarakat 

yang terlibat dalam rapat, tokoh adaga, serta aparat Desa. 

Dalam UU Desa no. 6 tahun 2014 pada Ayat (2) ``dalam menyusun 

perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

                                                           
101

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
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``pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa``. 

Ayat (3) ``musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan 

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaa 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota``. 

Dari penjelasan Undang-Undang di atas maka dapat di simpulan 

dalam pelaksanaan pembangunan Desa penyusuanan perencanaan harus 

sesui dengan porsi yang di embannya, kedua masyarakat wajib diikut 

serakatan agar terjalin kegotong royongan dan musyawarah Desa 

mengenai kegiatan ang akan dilaksanakan bersama. 

Bagian kedua dari Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang 

pembangunan kawasan pedasaan pada pasal 83.
102

: 

 ayat (1) pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan 

pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 

 Ayat (2) pembangunan kawasaan pedesaan dilaksanakan dalam 

upaya mempercepat dan mingkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui 

pendekatan pembangunan partisipatif. 

Ayat (3) pembanguan kawasan pedesaan meliputi: 

a. Pembangunan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan 

kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota 
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b. Pelayanan ang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedasaan. 

c. Pembangunan infastruktur,peningkatan ekonomi pedesaan, dan 

pengembangan teknologi tepat guna, dan. 

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap 

pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

Ayat (4) rancangan pembangunan kawasan Perdesaandibahas 

bersama oleh pemerintah, pemerintah Daerah privinsi, pemerintah Daerah 

Kbupaten/Kota, dan pemerintah Desa Jangka Menengah Daerah. 

Ayat (5) rencana pembangunan kawasan Perdesaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupti/Walikota sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah. 

Pasal 85 ayat (1) pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota melalui stuan kerja perangkat Daerah, perintah Desa, 

dan/atau BUM Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
103

 

Prose pemekaran Desa harus juga memenuhi beberapa syarat 

dalam pembentukan, seperti Desa induk harus sudah mencapai 5 tahun 

terhitung dari sejak mbentukan.  

Jumlah penduduk, untuk wilayah jawa sendiri untuk bisa 

membentuk wilayah baru atau wilayah mandiri paling sedikit harus 
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mencapai 6000 jiwa penduduk atau 1.200 kepala keluarga. Wilayah kerja 

yang memiliki askestrans portasi antar wilayah. 

Sosial budaya yang menciptakan kerukunan hidup masyrakat sesui 

dengan adat istiadat Desa. 

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumbr daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 

Batas wilayah Desa yang di nyatakan dalam bentuk peta Desa yang 

telah ditetapkan Bupati/Walikota. 

Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa serta pelayanan publik, 

dan terdirinya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainya 

dari perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan perauran perundang-

undangan.
104

 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di atas maka 

dengan ini dapat di cerna bahwa proses pemekaran Desa di Desa 

Lubawang ini ada beberapa hal yang mengganjal atau tidak sesuai dengan 

yang telah Undang-Undang jelaskan, seperti kurangnya jumlah penduduk 

yang hanya berkisar kurang lebih terdapat 3.116 penduduk atau dengan 

kepadatan 229.  

2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemekaran Desa di Desa Lubawang 

Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam 

pelaksanaan peraturan desa, tokoh masyarakat memiliki tugas untuk 
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 Salam, konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Persepektif Fiqih 

Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenatng Desa (UIN Syarif Hidayatullah: 

SALAM, vol.6 No.5 2019), 13 
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menyalurkan pendapat masyarakat Dsa Lubawang dalam setiap rencana 

yang diajukan ketua pemekran sebelum dijadikan keputusan Lubawang. 

Tokoh masyarakat juga menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani 

dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat 

atau instansi yang berwenang. 

Secara teori tokoh masyarakat dikatakan berperan apabila sudah 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam 

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status 

Desa menjadi Kelurahan. Tokoh masyarakat memiliki peran sebelum 

adanya pemekaran desa yaitu mengajukan usul pembentukan desa kepada  

BPD dan Kepala Desa. 

Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat desa Lubawang 

memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu 

dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

masyarakat adat setempat. Sehingga segala tindak tanduknya merupakan 

pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat 

mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa 

dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik 

masyarakat Desa Lubawang, partisispasi tokoh masyarakat sangat vital 

dalam pemekaran desa untuk memberikan pendapat dalam musyawarah 

desa. Hal ini dapat dijelaskan pada sistem kemasyarakatan di desa. 
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Tokoh masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan 

menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelansungan Desa 

Lubawang dan mempunyai fungs: 

a. Menggali sumber daya untuk kelansungan penyelenggaraan desa 

Lubawang seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung pendidikan, 

perbaikan selokan, dan pembuatan kamarmandi umum. 

b. Menaungi dan membina kegiatan Desa Lubawang, seperti kegatan 

Gotong royong, bersih-bersih jalan. 

c. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa 

d. Memberikan dukungan untuk mebangunan Desa Lubawang. 

e. Mengkoordinasi pergerakan kesehatan seperti pemanfaatan pelayanna 

vaksin. 

Terlibatnya tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan Desa adalah 

untu mewujudkan masyaraka yang dinamis. Turut didorong akan 

kesadaran untuk berpartisiapasi politik secara aktif yang dihadapi oleh 

masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan pemekaran desa kepala 

desa lebih mengutamakan musyawarah desa, dimana dengan dilakukan 

musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakat akan disalurkan. Pasal 68 

ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan 

pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan/ 

Pemekaran  Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan 
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dengan baik. Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) bahwa Pemerintahan Desa 

menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan tersebut dimulai 

dari tahap awal yaitu modus (musyawarah dusun) dalam Pasal 54 ayat (1) 

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh 

badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat 

Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap kedua adalah dilakukannya 

Musrembang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) dilaksanakan 

di desa. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pemekaran 

desa. Setelah Musrembang dilakukan maka dibentuk panitia umum 

pemekaran desa yang membahas tentang syarat syarat yang harus 

disiapkan dalam proses pemekaran desa. 

3. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Tokoh Masyarakat Dalam 

Pemekaran Desa di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur 

Kabupaten Situbondo 

Tokoh masyarakat sebagai organisasi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa 

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1987 Tentang Protokol Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang 

karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat 

dan/atau pemerintah. 
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Tugas utama yang harus diemban tokoh masyarakat adalah 

bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan 

sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang 

sejahtera, rasa tentram,dan berkeadilan. Tokoh masyarakat dituntut untuk 

lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri 

dari berbagai lapisan. Artinya bahwa pemerintahan dalam 

pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk 

melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara lansung 

sejauh mana pemerintahan desa menjalankan tugasnya, seperti apa kondisi 

dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya seperti 

yang dijelaskan dalam pandangan Islam atau menurut persfektif fiqh 

siyasah tokoh masyarakat sama dengan Ahl Al Halli Wal al-Aqdi yang 

diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan 

aspirasi atau suara masyarakat. 

Di dalam fiqh Siyasah peran tokoh masyarakat disebut dengan 

ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari 

berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk menyuarakan hati 

nurani dari masyarakat. Dalam surah Ali-Imran ayat 104: 

                           

             

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung” (QS. AliImran:104). 
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Dari surah diatas menjelaskan bahwa hendaklah segolongan 

diantara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, 

memerintah kebajikan, dan melarang keburukan. artinya dengan 

mengajarkannya, memberi nasehat dan petunjuk, baik dengan tangan 

ataupun lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang 

mungkar adalah bagian dari Fardhu Kifayah, yang dikhususkan bagi 

pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang 

dilarangnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia 

merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat 

yang suci ini dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat, 

karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap 

agama telah melenceng sebagian dari mereka dari agamanya disebabkan 

kebodohan mereka tentang agama atau karena mengikuti hawa nafsu 

mereka. Atau mungkin lalai dalam menjalankan kewajiban mereka, atau 

mungkin saling mendzalimi diantara mereka, maka apabila tidak ada orang 

yang membenarkan jalan mereka, menunjukkan petunjuk kepada yang 

tersesat, menasehati yang lalai, dan menghentikan tangan zalim, maka 

kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar hingga agama akan 

dilupakan dan akan berubah batasan batasannya. Yakni orang-orang yang 

mendapat kekhususan dengan keberuntungan. Oleh karena itu, bukannya 

hanya pemimpin dan orang yang mendapat jabatan dalam suatu 

pemerintahan, tetapi orang yang berilmu dan masyarakat yang mempunyai 

ilmu yang tinggi boleh memberikan petunjuk dan memberikan ilmu 
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pengetahuan kepada siapa saja, yang menurutnya melenceng atau keluar 

dari syariat Islam, orang yang melakukan kejahatan serta orang yang 

melakukan keburukan atau melakukan mungkar. Oleh karenanya peran 

tokoh masyarakat sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Dengan 

peran tokoh masyarakat aspirasi masyarakat tersalurkan dalam kegiatan 

musyawarah desa melalui tokoh masyarakat desa. 

Peran tokoh masyarakat ini terlihat dari berbagai kegiatan lembaga 

yang dilaksanakan, antara kegiatan gotong royong, pengajian, serta 

kegiatan poskampling. Hal tersebut telihat dari peran tokoh masyarakat 

yang ikut terlibat dan terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang ada di 

Desa Lubawang antara lain musyawarah pembangunan dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. 
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BAB V 

PENEUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berkaitan dengan proses pemekaran Desa ini yaitu meliputi persiapan,

penataan, dan pealaksanaan sesuai dengan UU Desa yang disana di 

jelaskan bahwa dalam pemekaran desa untuk daerah jawa sendiri dalam 

undang-undang yakni minimal harus 6000 jiwa atau paling sedikit 1.200 

kepala keluarga, maka dengan itu hal yang dilakukan pertmakali yakni 

menganai penataan jumlah penduduk sesui dengan UU desa yang telah 

kami singgung di atas, selain itu kami juga memiliki potensi seperti 

potensi pertanian yang layak untuk kami perjuangkan sehingga tokoh 

masyarakat juga sangat setuju dengan diakannya pemekaran guna 

mengembangkan dari potensi yang kami miliki. Maka dari setelah semua 

pesiapan telah kami lakukan untuk yang berikutnya kami melakukan rapat 

Desa guna membahas bagaimana kiranya pemekaran ini yang akan di 

ajukan pada bupati dan Gubernur. 

2. Peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa memiliki peranan yang

sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, 

sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan 

moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap 

melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapatkan 

pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Desa 

Lubawang. Tokoh masyarakat berfungsi mengayomi adat istiadat, 
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membuat peraturan untuk Desa Lubawang, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara 

pemerintahan Desa Lubawang. 

3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga 

Ahl al-Hall wa al-Aqd, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan 

menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, 

dengan mengemban tugas untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat 

setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara 

pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. 
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Teks wawancara……! 

1. Wawan cara dengan kepala desa 

  a. Bagaimana partisispasi dari tokoh masyarakat mengenai pemekaran desa? 

  b. Bagaimana pendapat bapak terhadap perencanaan pemekaran desa ? 

  c. Apa tanggapan bapak terhadap pemekaran ? 

2. Wawancara dengan perangkat desa 

  a. Apa dampak dari pemekaran ? 

  b. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pelaksanaan pemekaran ? 

  c. Apakah tokoh masyarakat ikut di libatkan dalam pemekaran ? 

3. Wawncara dengan tokoh masyarakat 

  a. Apakah bapak ikut dilibatkan dalam pemekaran ? 

  b. Apakah bapak setuju serta mendukung dengan adanya pemekaran? 

  c. Tanggapan apa yang bapak berikan terhadap pemekaran ? 

4. Wawancara terhadap masyarakat desa 

  a. Bagaimana tanghapan bapak/ibuk terhadap pemekaran desa ? 

  b bagaimana sejarah Lubawang ? 

  c. Apakah bapak/ibu mendukung dengan adanya pemekaran? 

  d. Adakah perbedaan terkait pemekaran sesudah dan sebelum pemekaran ? 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk. Suwandi selaku bendahara Desa Lubawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk. Rozak selaku Tokoh agama di Desa Lubawang 
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Wawancara dengan Bpk. Sakir selaku Tokoh agama di Desa Lubawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk. Ach. Junaidi selaku Kepala Desa Lubawang 
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Wawancara dengan Bpk. Safi’i selaku Tokoh Pemuda di Desa Lubawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan saudara Afif selaku Pemuda di Desa Lubawang 
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Wawancara dengan Bpk. Aril selaku Sekretaris Desa di Desa Lubawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Sri selaku warga di Desa Lubawang 
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